
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 :
— Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya. (Pasal 25 ayat 2)
— Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara 
   paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (Pasal 70)

DigitalLibrary
INSTITUT  AGAMA  ISLAM  NEGERI  JEMBER

PERUBAHAN BENDA WAKAF

(Studi Komparasi Madzhab Hanafi dan Syafi’i)

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar

Sarjana Hukum Islam (S.H.I) Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam

Oleh:

UbaidillahAzis
Nim: 083 111 028

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER

FAKULTAS SYARIAH

JULI, 2015

i



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 :
— Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya. (Pasal 25 ayat 2)
— Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara 
   paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (Pasal 70)

DigitalLibrary
INSTITUT  AGAMA  ISLAM  NEGERI  JEMBER

v

MOTO

                   

              

Barangsiapa bertakwal kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan

keluar. dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. dan

Barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan

(keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya.

Sesungguhnya Allah telah Mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.1

1At-Thalaq 2-3.



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 :
— Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya. (Pasal 25 ayat 2)
— Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara 
   paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (Pasal 70)

DigitalLibrary
INSTITUT  AGAMA  ISLAM  NEGERI  JEMBER

vi

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim….

 Dengan ketulusan hati dan iringan doa skripsi ini saya persembahkan kepada

orang-orang yang selalu dekat di hati. Abah dan umiku tercinta H. Mudassir

dan Hj. Masruroh dari beliaulah aku peroleh arti sebuah perjuangan,

ketulusan, keteguhan hati, curahan doa serta kasih sayang yang selalu

tertanam dalam sanubari. Dan juga istriku tercinta Milyl Muhimmah yang

selalu memberikan semangat serta sabar menemani baik dalam suka maupun

duka.

 Abah dan Umi mertua; Misbahul Munir dan Maftuhah yang selalu

memberikan doa dan motivasi dalam menyelesaikan studi serta adikku M.

Shon haji Aziz dan M. Ilzam Aziz yang selalu membuat bahagia dalam canda

tawanya.

 Bapak Dr. Muniron M.Ag atas bimbingannya sampai rampungnya skripsi ini.

 Kawan sharing Wahid akhtar Baihaqi dan Rohadin atas masukannya serta

Kawan-kawan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah (B1) yang selalu berjuang bersama-

sama meraih cita-cita.

 Almamaterku IAIN JEMBER



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 :
— Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya. (Pasal 25 ayat 2)
— Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara 
   paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (Pasal 70)

DigitalLibrary
INSTITUT  AGAMA  ISLAM  NEGERI  JEMBER

vii

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih lagi penyayang, atas segala

rahmat dan nikmatnya yang terus mengalir kepada penulis sampai saat ini.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW yang

telah membawa dan mengembangkan Islam hingga seperti saat ini.

Dengan selesainya skripsi yang berjudul “Perubahan Benda Wakaf

(Studi Komparasi Mazhab Hanafi dan Syafi’i)” ini, penulis ucapkan terima kasih

kepada semua pihak yang turut membantu dalam proses menyelesaikan skripsi

ini :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto sebagai Rektor IAIN Jember.

2. Bapak Dr. H. Sutrisno RS, M.HI sebagai Dekan Fakultas Syariah

3. Bapak Muhaimin, M.HI sebagai ketua Jurusan Hukum Islam.

4. Ibu Inayatul Anisah, M.Hum sebagai ketua Program Studi Al-Ahwal Al-

Syakhsiyah.

5. BapakDr. Muniron M.Ag, sebagai dosen Pembimbing yang telah banyak

meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini.

Jember, 08 Juni 2015

Penulis



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 :
— Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya. (Pasal 25 ayat 2)
— Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara 
   paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (Pasal 70)

DigitalLibrary
INSTITUT  AGAMA  ISLAM  NEGERI  JEMBER

viii

ABSTRAK

Ubaidillah Azis, 2015: PERUBAHAN BENDA WAKAF (Studi Komparasi Mazhab
Hanafi dan Syafi’i).

Praktek perwakafan selain di syariatkan sejak masa Rasulullah SAW. juga telah
mengakar dan menjadi tradisi yang dilakukan oleh orang-orang muslim. Di lain sisi
terdapat hadits Ibn Umar yang menjelaskan bahwa memanfaatkan benda wakaf
berarti menggunakan benda wakaf tersebut. Sedangkan benda asalnya tetap tidak
boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan.Namun, kalau suatu
ketika benda wakaf itu sudah tidak ada manfaatnya atau kurang memberi manfaat
demi kepentingan umum kecuali harus melakukan perubahan pada benda wakaf
tersebut, seperti menjual, merubah bentukatau menukar dengan benda lain, bolehkan
perubahan itu dilakukan terhadap benda wakaf tersebut ?

Fokuskajian yang dibahas dalam skipsi ini adalah pertama, Bagaimana
pandangan madzhab Hanafi tentang perubahanbenda wakaf? Kedua, Bagaimana
pandangan mazhab Syafi’i tentang perubahan benda wakaf? Ketiga, bagaimana
komparasi antara pendapat mazhab hanafi dan syafi'i tentang perubahan benda
wakaf?Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pandangan
mazhab hanafi dan Syafi’I tentang perubahan benda wakaf serta untuk mengetahui
komparasi pendapat antara kedua mazhab tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan
pendekatan kualitatif.Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini
menggunakan metode dokumentasi. Setelah data terkumpul, peneliti berupaya
menganalisa dengan metode deskriptif-komparatif, yaitu; dengan mendeskripsikan
pandangan mazhab Hanafi dan Syafi’i tentang perubahan benda wakaf kemudian
mengkomparasikan kedua pandangan mazhab tersebut dari segi pendapat dan
istinbath hukumnya. Untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan tehnik
trianggulasi sumber.

Temuan dari penelitian ini adalah dalam madzhab hanafi boleh melakukan
istibdal terhadap harta wakaf apabila ada syarat dari wakif. Dan apabila wakif tidak
mensyaratkan maka hanya boleh dirubah jika barang tersebut tidakbisa dimanfaatkan
secara total dengan mendapatkan idzin dari hakim. Sedangkan dalam madzhab Syafi’i
tidak boleh menjual harta wakaf sepanjang harta tersebut masih dapat dimanfaatkan.
Adapun titik temu dari pendapat kedua madzhab mereka berpendapat bahwa pada
dasarnya tidak boleh melakukan istibdal harta wakaf. Namun madzhab Hanafi
menambahkan jika wakif mensyaratkan kebolehan menukar guling harta wakaf maka
boleh meskipun wakaf tersebut masih bisa dimanfaatkan. Istinbath hukum yang
digunakan oleh madzhab Syafi’i menggunakan nash haditssedangkan mazhab Hanafi
menggunakan istihsan.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf merupakan tindakan hukum yang disyariatkan oleh Allah

Subhanahu wa ta’ala. Pada dasarnya wakaf merupakan tindakan sukarela untuk

mendermakan sebagian harta kekayaan dan menyedekahkan manfaatnya untuk

kepentingan umum dengan maksud memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa

ta’ala.1

Tidak diragukan lagi bahwa wakaf termasuk ibadah, dalam arti bahwa

seorang muslim mewakafkan harta benda yang dimilikinya untuk mendekatkan

diri kepada Allah SWT agar mendapatkan ridha-Nya. Hal tersebut menunjukkan

bahwa berwakaf merupakan wujud dari  ketaatan dan ketundukan kepada-Nya.

Akan tetapi juga tidak diragukan bahwa wakaf termasuk bidang muamalah karna

seorang muslim yang mewakafkan harta bendanya dilakukan secara horizontal

dan pemenuhan kebutuhan akan fasilitas umum umat islam.2

Praktek perwakafan sebenarnya telah mengakar dan menjadi tradisi yang

dilakukan oleh orang-orang terdahulu sejak sebelum islam. Mereka melakukan

ibadah yang tulus dan ikhlas semata-mata untuk mendapatkan pahala dari Allah

Subhanahu wa ta’ala dengan mewakafkan sebagian harta  miliknya.

1 Adijani Al-alabij, Perwakafan di Indonesia Dalam Teori dan Praktek, cet-3 (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 1997), 4.
2 Jaih Mubarok.Wakaf Produktif, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008), 38.

1
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Ajaran islam menganjurkan agar ada lembaga yang digunakan oleh

seseorang sebagai sarana penyaluran rizki yang diberikan Allah Subhanahu wa

ta’ala kepadanya. Dan wakaf merupakan salah satu lembaga hukum Islam yang

mempunyai titik temu secara kongkrit dengan peraturan yang ada di Indonesia,

karena sangat menarik untuk menelaah lebih lanjut masalah ini dengan menelusuri

kenyataan atau praktek yang terjadi.3

Dalam sejarah islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena

wakaf disyariatkan setelah nabi SAW berhijrah ke Madinah, pada tahun kedua

Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi

Islam (fuqaha’) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan Syariah

Wakaf.Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali

melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW wakaf tanah milik Nabi SAW untuk

dibangun masjid. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Umar

bin Syabah dari ‘Amr bin Sa’ad, ia berkata :

: ونَ رُ اجِ هَ مُ الْ الَ قَ ، ف ـَمِ لاَ سْ الإِْ فيِ سٍ بْ حَ لِ وَّ أَ نْ ا عَ نَ لْ أَ : سَ الَ قَ اذٍ عَ مُ نْ بِ دٍ عْ سَ نْ رو بِ مَ عُ نْ عَ 

مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ ى اللهُ لَّ صَ اللهِ ولَ سُ رَ ةُ قَ دَ : صَ ارُ صَ نْ الأَْ الَ قَ وَ رَ مَ عُ ةُ قَ دَ صَ 

Diriwayatkan dari Umar bin Sa’ad bin Muad berkata : “Kami bertanya

tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan

adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Ansor mengatakan wakaf

Rasulallah SAW.

3 Adijani Al-alabij, Perwakafan., 4.
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Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriyah pernah mewakafkan tujuh

kebun Kurma di Madinah; diantaranya ialah kebun A’raf, Syafiyah, Dalal, Barqah

dan kebun lainnya.

Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali

melaksanakan Syariat wakaf adalah Umar bin Khathab. Pendapat ini berdasarkan

hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar ra.4Ia berkata:

رَ أرَْضًا فأَتََى النَّبىَِّ صلى الله عليه وسلمأَصَابَ عُمَرُ بخِيَْب ـَقاَلَ عَنْ ناَفِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما

إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ « فَـقَالَ أَصَبْتُ أرَْضًا لمَْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أنَْـفَسَ مِنْهُ ، فَكَيْفَ تأَْمُرُنىِ بهِِ قاَلَ 

اَ  قْتَ ِ هُ لاَ يُـبَاعُ أَصْلُهَا وَلاَ يوُهَبُ وَلاَ يوُرَثُ ، فىِ الْفُقَراَءِ فَـتَصَدَّقَ عُمَرُ أنََّ » . أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّ

َِّ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَلاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَليِـَهَا أَنْ يأَْ  هَا وَالْقُرْبىَ وَالرّقِاَبِ وَفىِ سَبِيلِ ا كُلَ مِنـْ

رَ  ٥مُتَمَوِّلٍ فِيهباِلْمَعْرُوفِ ، أَوْ يطُْعِمَ صَدِيقًا غَيـْ

Dari  Ibnu Umar ra. berkata : “Bahwa sahabat Umar ra. Memperoleh
sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra.menghadap Rasulullah
SAW untuk meminta petunjuk. Umar berkata: “Hai Rasulullah saw., saya
mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapatkan harta
sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulallah
SAW bersabda: “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan
engkau sedekahkan (hasilnya). “Kemudian Umar mensedekahkan
(tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak
diwariskan. Ibnu Umar berkata: “Umar menyedekakannya (hasil
pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, amba
sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang

4Fiqih Wakaf, Jakarta, diterbitkan oleh : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral
Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, 2007,  3-4.
5 Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, vol 3, (Bairut: Dar al-Fikr Lebanon, t.th),  196.
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mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik
(sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud
menumpuk harta” (HR.Muslim).

Sejak masa Rasulullah, masa kekalifahan dan masa dinasti-dinasti Islam

sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan dan waktu ke waktu di seluruh negeri

muslim, termasuk di Indonesia. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga

wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah diterima (diresepsi) menjadi hukum

adat bangsa Indonesia sendiri.Disamping itu suatu kenyataan pula bahwa di

Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf benda bergerak atau benda

tak bergerak.6

Jika kita pahami lagi hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar ra.diatas maka,

memanfaatkan benda wakaf berarti menggunakan benda wakaf tersebut. Sedang

benda asalnya/ pokoknya tetap tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan

tidak boleh diwariskan.Namun, kalau suatu ketika benda wakaf itu sudah tidak

ada manfaatnya, atau kurang memberi manfaat banyak atau demi kepentingan

umum kecuali harus melakukan perubahan pada benda wakaf tersebut, seperti

menjual, merubah bentuk/ sifat, memindahkan ketempat lain, atau menukar

dengan benda lain, bolehkan perubahan itu dilakukan terhadap benda wakaf

tersebut ?7

Disamping itu ada beberapa sebab atau alasan melakukan perubahan

terhadap benda wakaf yaitu benda wakaf yang sudah tidak berfungsi maka untuk

mendatangkan manfaat kembali bagi benda wakaf tersebut perlu melakukan

perubahan seperti benda wakaf yang sudah rusak yang tidak mungkin diambil

6Fiqih Wakaf., 10
7Ibid., 79-80
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manfaatnya maka perlu melakukan perubahan baik dengan cara menjual ataupun

menukarnya dan hasilnya untuk mengembalikan benda wakaf tersebut atau

perubahan benda wakaf dikarenakan ada kepentingan dan ada maslahat yang lebih

kuat meskipun benda wakaf masih bisa dimanfaatkan seperti masjid yang sudah

tidak digunakan oleh penduduk setempat maka perlu dilakukan perubahan dengan

membangun masjid yang baru, sehingga kaum muslimin dapat menggunakan dan

memakmurkannya dengan maksimal.Semua itu pada intinya bertujuan untuk

melestarikan manfaat benda wakaf sehingga tetap bisa diambil manfaatnya oleh

maukuf alaih(yang menerima wakaf).

Melihat kondisi yang terjadi diatas para ulama fiqih berbeda pendapat.

Sebagian memperbolehkan dan sebagian yang lain melarangnya. Sebagian ulama’

Malikiyah berpendapat bahwa benda wakaf yang sudah tidak berfungsi tetap tidak

boleh ditukar ataupun dijual karena dasar wakaf itu sendiri bersifat abadi,

sehingga kondisi apapun benda wakaf tersebut harus dibiarkan sedemikian seperti

semula.8Sedangkan  sebagian ulama’ Hanabilah memberi sedikit kelonggaran

tentang bolehnya menjual benda wakaf dan menggantinya dengan benda baru

yang sama karena benda wakaf tersebut tidak berfungsi dengan maksimal.9Hal ini

tidak luput pula menjadi pembahasan yang menarik diantara para tokoh mazhab

Hanafi dan mazhab Syafi’i sebagaimana tercantum dalam salah satu kitab mazhab

Hanafi dan Syafi’i yaitu Al-Hidayah Syarah al-BidayahdanTuhfah al Muhtaj fi

Syarh al-Minhaj.

8 Farid Wadjdy dan Mursyid, Wakaf dan Kesejahteraan Umat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2007), 151.
9Ibid., 152.
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Imam Abu Hanifah salah seorang imam yang empat dalam islam. Ia lahir

dan meninggal lebih dahulu dari para imam-imam yang lain, Imam Abu Hanifah

terkenal sebagai dalam ilmu fiqh di negeri Irak, dan beliau juga sebagai ketua

kelompok ahli fikir (ahlu-Ra’yi).10

Mazhab Abu Hanifah sebagai gambaran yang jelas dan nyata tentang

samaan hukum-hukum fiqh dalam Islam dengan pandangan-pandangan

masyarakat (society) di semua lapangan kehidupan.Karena Abu Hanifah

mendasarkan mazhabnya dengan dasar pada Al-Qur’an, Hadits, Al-Ijma’, Al-

Qiyas, dan Al-Istihsan.Karena itu sangat luas bidang beliau untuk berijtihad dan

membuat kesimpulan bagi hukum-hukum menurut kehendak atau kebutuhan

masyarakat pada masa itu, tetapi dengan dasar tidak menyimpang hal-hal pokok

dan peradaban, atau peraturan undang-undang Islam.11

Imam Syafi’i ialah imam yang ketiga menurut susunan tarikh

kelahiran.Beliau adalah pendukung terhadap ilmu hadist dan pembaharu dalam

agama (mujaddid) dalam abad kedua Hijriyah.12Ilmu fiqh yang dibawa oleh Imam

Syafi’i adalah merupakan suatu zaman perkembangan fiqih dalam sejarah

perundangan Islam, oleh karena itu ia mengumpulkan atau menyatukan ilmu fiqih

ahli-ahli akal dan pikir dengan ilmu fiqih ahli-ahli akal dan hadits. Ilmu fiqih

Imam Syafi’i merupakan ikatan sunnah dan qiyas dan pemikiran dengan beberapa

pertimbangan, sebagaimana juga adalah ilmu fiqih yang menetapkan cara-cara

10 Ahmad Asy-Syurbasi, Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab Hanafi Maliki Syafi’i
Hambali, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1993), 12.
11Ibid., 19.
12 Asy-Syurbasi, Sejarah., 139.
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atau peraturan untuk memahami Al-Qur’an dan Hadits, juga dia menetapkan

kaidah-kaidah pengeluaran hukum dan kesimpulannya.13

Kita sebagai umat beragama islam sangatlah dekat dengan wakaf baik itu

berupa masjid, madrasah diniyah, pondok pesantren dan lembaga-lembaga lain

yang termasuk wakaf. Mayoritas umat islam di Indonesia dalam bidang fiqih

bermazhab Syafi’i tetapi meskipun bermazhab Syafi’i tidak jarang pula dalam

pelaksanaannya menggunakan mazhab Hanafi dan ini banyak terjadi baik dalam

masalah ibadah ataupun muamalah yang salah satunya dalam hal

perwakafan.Dikarenakan dekatnya kita dengan perwakafan serta adanya

perbedaan pendapat diantara para ulama’ mazhab diatas maka peneliti tertarik

untuk mengangkat judul Tukar Guling Benda Wakaf ( Studi Komparasi Mazhab

Hanafi dan Syafi’i) untuk dijadikan bahan skripsi peneliti.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang

menjadi fokus penelitian penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan madzhab Hanafi tentang perubahan benda

wakaf?

2. Bagaimana pandangan madzhab Syafi’i tentang perubahan benda

wakaf?

13 Ibid., Hal 155
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3. Bagaimana komparasi antara pendapat madzhab Hanafi dan Syafi'i

tentang perubahan benda wakaf?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penyusunan skripsi ini

adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pandangan madzhab Hanafi tentang perubahan

benda wakaf

2. Untuk mengetahui pandangan madzhab Syafi’i tentang perubahan

benda wakaf

3. Untuk mengetahui bagaimana komparasi pendapat antara madzhab

Hanafi dan Syafi'i tentang perubahan benda wakaf

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis : memberikan kontribusi pemikiran ilmiah, penjelasan

serta pemahaman dan sebagai bahan informasi akademis dalam usaha

mengembangkan keilmuan tentang perubahan benda wakaf.

2. Secara Praktis : memberikan manfaat bagi masyarakat untuk

menjawab permasalahan wakaf khususnya dalam hal perubahan benda

wakaf.
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E. Definisi istilah

Untuk menghindari terjadinya salah persepsi dalam penafsiran judul

penelitian ini dan selanjutnya dapat tepat sasaran sesuai dengan yang dimaksud,

maka peneliti memberikan penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat dalam

judul penelitian ini, sebagai berikut:

1. Perubahan benda wakaf : mengganti bentuk dan subtansi yang lama tidak

lagi dapat menampung tujuan dari pensyariatan wakaf yang bertujuan

untuk memberikan manfaat dan jasa harta tersebut.

2. Komparasi   :  membandingkan, yaitu membandingkan seberapa besar

tingkat perbedaan antara suatu hal dengan hal lainnya.

3. Madzhab         : sebuah metodologi fiqih khusus yang dijalani oleh

seorang ahli fiqih mujtahid, yang berbeda dengan ahli fiqih lain, yang

menghantarkannya memilih sejumlah hukum dalam kawasan ilmu

furu’(cabang dalam suatu permasalahan).

Dengan demikian maksud dari judul peneliti “PERUBAHAN BENDA

WAKAF (Studi Komparasi Mazhab Hanafi dan Syafi’i)” adalah menganalisa

pendapat ulama madzhab Hanafi dan Syafi’i tentang perubahan atau penukaran

benda wakaf yang sudah berkurang manfaatnya serta mengkomparasiakan

pendapat kedua madzhab tersebut.
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F. Metode Penelitian

Setiap penyusunan karya ilmiah khususnya skripsi, dapat dipastikan selalu

memakai suatu metode.Hal ini terjadi karena metode merupakan suatu instrumen

yang penting dalam bertindak.Agar suatu penelitian terlaksana dengan terarah,

hingga tercapai hasil yang maksimal. Dalam penelitian untuk skripsi ini penyusun

menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah

menggunakan pendekatan kualitatif.Bogdan dan Taylor, dalam Moleong,

mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati.14Dalam hal ini peneliti berusaha

memilih dan mendeskripsikan data-data yang diperoleh dari sumber data

baik primer maupun sekunder untuk dijadikan bahan dalam skripsi ini.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian

ini yaitu library research atau penelitian kepustakaan.Dalam library

research peneliti lebih terfokus dan berhadapan langsung dengan teks

literature yang relevan tanpa mencari data kemana-mana.Sehingga peneliti

hanya melakukan penelitian melalui literature-literature yang ada di

14 Lexi J Moleong, Metodologi penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 3
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perpustakaan.15Maka dari itu penulis mengambil sumber data berasal dari

kitab-kitab, buku-buku, atau sumber bacaan lain yang berkenaan dengan ini.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data itu bisa diperoleh.Adapun

sumber datanya sebagai berikut :

a. Sumber data primer yang diperoleh dari sumber pertama melalui

prosedur dan tehnik pengambilan data yang berupa kitab-kitab

mazhab Hanafi yaituRadd Al-Mukhtar ‘ala Al-Durr Al-Mukhtar,

Syarh Fathul Qadir dan Al-Hidayah Syarh Al-Bidayah dan kitab-kitab

mazhab Syafi’i yaituMajmu’ Syarh al-Muhadzzab, Tuhfat al-Muhtaj,

dan Asnal Mathalib.

b. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang

bukan asli yang memuat data tersebut baik berupa kitab seperti Al-

Asybah wa Nadhoir, Fiqih Sunnahdan Minahul Jalilatau berupa buku

karya ilmiyah seperti Hukum Perwakafan di Indonesia, Pengantar

Hukum Zakat dan Wakaf ataupun berupa jurnal dan lain sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka terhadap

pendapat mazhab Hanafi dan Syafi’i tentang perubahan benda wakaf, maka

metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode

dokumentasi.Suharismi berpendapat bahwa metode dokumentasi adalah

15 Zed Mestika, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 4
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mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkip,

buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, leger, agenda dan

sebagainya.16 Penerapan metode ini dengan cara memilih dan

mengumpulkan informasi dari dokumen yang berupa sumber data primer

yaitu sumber utama yang diambil dari kitab-kitab mazhab Hanafi dan

Syafi’i, serta sumber data sekunder yaitu sumber data kedua yang berupa

kitab-kitab, buku, jurnal, website dan lain sebagainya yang sesuai dengan

penelitian ini.

4. AnalisisData

Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode deskriptif-

komparatif. Penggunaaan metode diskriptif disini dengan menguraikan

secara sistematis materi-materi pembahasan yang dibutuhkan, seperti

bagaimana pendapat mazhab Hanifi dan mazhab Syafi’i tentang perubahan

benda wakaf, kemudian penyusun membandingkan kedua pendapat tersebut.

5. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, validitas (keabsahan data) menggunakan

triangulasi sumber, yang berarti membandingkan dan mengecek derajat

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber-sumber

lain.17Metode ini digunakan untuk menguji validitas data dengan cara

membandingkan data yang diperoleh penulis dengan  karya-karya para

pakar fiqh lainnya untuk mendapatkan derajat ketepatan data tersebut.

16 Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 206.
17Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2010), 69.
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G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah  pembahasan dalam skripsi ini, maka sistematika

pembahasannya disusun sebagai berikut :

BAB I.PENDAHULUAN

Bab ini memuat pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah,

pokok masalah yang dibahas, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka,

kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II.  KAJIAN KEPUSTAKAAN

Bab ini memuat gambaran umum tentang wakaf yang menjelaskan

tentang sejarah wakaf, pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, hukum

wakaf, rukun dan syarat wakaf, macam-macam  wakaf,konsep tukar

guling benda wakaf, karena hal-hal diatas sangat penting dan mendukung

skripsi ini.

BAB III. MADZHAB HANAFI DAN SYAFI’I

Pada bab ketiga ini dibagi menjadi dua sub bahasan, sub bab pertama

membahas tentang sejarah madzhab Hanafi dan dasar hukum mazhab

Hanafi, sub bab kedua membahas tentang sejarah mazhab Syafi’i dan

dasar hukum mazhab Syafi’i.

Bab IV. PANDANGAN MADZHAB HANAFI DAN SYAFI’I TENTANG

PERUBAHAN BENDA WAKAF

Pada bab keempat ini dibagi menjadi dua sub bahasan. Sub bab pertama

berisi pemaparan data dan analisis yang mencakup pembahasan
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pandangan madzhab Hanafi tentang perubahan benda wakaf,pandangan

madzhab Syafi’i tentang perubahan benda wakaf serta komparasi

madzhab Hanafi dan Syafi’i tentang perubahan benda wakaf. Sedangkan

sub bab kedua berisi tentang pembahasan hasil kajian yang mencakup

pandangan madzhab Hanafi tentang perubahan benda wakaf, pandangan

mazhab Syafi’i tentang perubahan benda wakaf serta komparasi madzhab

Hanafi dan Syafi’i tentang perubahan benda wakaf.

BAB V.  PENUTUP

Bab lima merupakan bagian akhir dari rangkaian penelitian. Bab ini

meliputi : Kesimpulan  dan Saran-saran.
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BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Terdahulu

Mengingat urgennya posisi wakaf dalam kehidupan masyarakat islam,

maka tidak heran bila banyak karya-karya ilmiyah yang membahas tentang wakaf.

Akan tetapi sejauh pengamatan penulis masih belum ada karya ilmiyah yang

membahas perubahan benda wakaf yang dikomparasikan antara mazhab Hanafi

dan Syafi’i.

a. Penelitian yang berjudul Studi Analisis Pendapat Ibn ‘Abidin Tentang

Tukar Guling Terhadap Tanah Wakaf.

Fokus masalah dalam penelitian ini: 1) bagaimana pendapat Ibn

‘Abidin tentang tukar guling tanah wakaf? 2) bagaimana metode istinbath

Ibn ‘Abidin tentang tukar guling benda wakaf?. Tujuan penelitian ini adalah

untuk mengetahui pendapat Ibn Abidin tentang tukar guling tanah wakaf

serta untuk mengetahui metode istinbathnya.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwasanya Ibn Abidin

memperbolehkan adanya tukar guling terhadap tanah wakaf. Baik dengan

cara ditukar langsung dengan tanah lain maupun dengan dijual terlebih

dahulu, kemudian hasil penjualan (uangnya) dibelikan tanah yang baru

sebagai pengganti tanah yang pertama.18

18Di susun oleh AHMAD SOFWAN, Fakultas Syariah, IAIN Walisongo, Semarang 2007.

15
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Dari penjelasan diatas maka skripsi ini merupakan kelanjutan dari

penelitian ini karena skripsi ini meneliti tentang tukar guling wakaf menurut

Ibn Abidin sedangkan penelitian ini tentang perubahanbenda wakaf menurut

Mazhab Hanafi dan Syafi’i, dengan demikian peneliti lebih memperluas

kajiannya kepada pandangan kedua mazhab diatas serta

mengkomparasikannya bukan hanya fokus pada pandangan salah satu tokoh

saja.

b. Penelitian yang berjudul Penyelesaian Sengketa Tukar Menukar

Tanah Wakaf Yang Dilakukan Oleh Nazdir  Menurut UU. No 41

Tahun 2004 Tentang Wakaf (Study Putusan Agama Lhoksukon

Nomor: 1/G/1990/PA.LKS)

Fokus masalah dalam penelitian ini: 1) apa pandangan hukum islam

tentang nadzir yang melakukan tukar menukar tanah wakaf? 2) apa

pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara pada putusan

Nomor: 1/G/1990/PA.LKS?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui

bagaimana pandangan hukum islam tentang Nadzir yang melakukan tukar

menukar tanah wakaf dan dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam

memutuskan perkara Nomor: 1/G/1990/PA.LKS.

Kesimpulannya adalah Islam tidak memperbolehkan nadzir

melakukan tukar menukar benda wakaf dengan apapun tanpa sepengetahuan

Wakif terlebih dahulu.Wakaf yang telah dipasrahkan kepada Nadzir tidak

boleh ditukar, disita, dijual ataupun yang lainnya yang terdapat pada pasal

40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Apabila Nadzir
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melanggar ketentuan yang ada maka ia akan mendapatkan sanksi pidana

maupun sanksi administratif sebagaimana yang diatur pada pasal 67 dan 68

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.19

Dari penjelasan diatas maka skripsi ini berbeda dengan penelitian ini

karena skripsi ini membahas tentang study putusan pengadilan Agama

lhoksukon tentang penyelesaian sengketa tukar menukar tanah wakaf yang

dilakukan oleh nadzir menurut uu. no 1 tahun 2004 tentang wakaf

sedangkan penelitian ini membahas tentang perubahan benda wakaf

menurut Mazhab Hanafi dan Syafi’i.

c. Penelitian yang berjudul Perbuatan Menjual Tanah Wakaf Dalam

Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan menjual

tanah wakaf menurut hukum islam dan hukum positif. Kesimpulannya

adalah yakni ketentuan menjual tanah wakaf baik menurut hukum islam

ataupun hukum positif adalah dilarang, namun hal ini bukanlah ketentuan

yang mutlak atau tidak dapat diberi pengecualian. Dalam hukum islam

banyak beragam pendapat baik melarang maupun memperbolehkan

penjualan tanah wakaf. Dalam hukum positif pasal 40 Undang- Undang

Nomor 41 Tahun 2004 perubahan status benda wakaf termasuk didalamnya

melakukan jual-beli, dihibahkan, waris ataupun lainnya termasuk dilarang.

Namun ada pengecualian diperbolehkan menjual benda wakaf serta

prosedur perubahan status benda wakaf dalam pasal 51 Peraturan

19Di susun oleh RAHMAT HIDAYATULLAH, Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember
2013.
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Pemerintah No. 42 Tahun 2004, dengan demikian dapat disimpulkan baik

menurut hukum islam atau hukum positif boleh menjuan benda wakaf demi

mencapai tujuan wakaf yang baik dan produktif serta demi kesejahteraan

umat.20

Dari penjelasan diatas maka skripsi ini berbeda dengan kepunyaan

peneliti karna yang dibahas dalam skripsi ini tentang perbuatan menjual

tanah wakaf dalam perspektif hukum islam dan hukum positif sedangkan

penelitian yang dibahas peneliti tentang perubahan benda wakaf menurut

Madzhab Hanafi dan Syafi’i.

B. Kajian Teori

a. Pengertian Wakaf

Kata “Wakaf” atau “Wacf” berasal dari bahasa arab “Waqafa”. Asal

Kata “Wakafa” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam ditempat” atau

“tetap berdiri”. Kata “Waqafa-Yaqifu-Waqfan” sama artinya dengan

“Habasa- Yahbisu-Tahbisan”.21

Para ahli fiqih berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah,

sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri.

Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut :

20 Di susun oleh SAYYIDI JINDAN, Prody Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN
Syarif Hidayatullah, Jakarta 2014.

21 Muhammad al-Khatib, al-Iqna’ (Bairut: Darul Ma’rifah, t.t), 26.
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a. Mazhab Hanafi

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap

milik si wakif dalam rangka mempergunakan mamfaatnya untuk kebajikan.

Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si

wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya.

Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli

warisnya.Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan

mamfaat”. Karna itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah “tidak

melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak

milik, dengan menyedekahkan  menyedekahkan manfaatnya kepada suatu

pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun yang akan datang”.

b. Mazhab Syafi’i

Syafi’i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan

harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur

perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang

diwakafkan, seperti :perlakuanpemilik dengan cara pemilikannya kepada

orang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang

diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya.Wakif

menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf’alaih (yang

diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat.22

Kemudian menurut UU No. 41 Tahun 2004, wakaf adalah perbuatan

hukum wakaf untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta

22Fiqih Wakaf., 2-3
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benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu

tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau

kesejahteraan umum menurut syari’ah.23

Sedangkan menurut PP Nomor 28 Tahun 1977 yang dimaksud

dengan wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang

memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan

melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan

atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.24

b. Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar disyari’atkannya ibadah wakaf dapat kita

lihat dari beberapa ayat Al-Qur’an dan Hadits Nabi Muhammad SAW  antara

lain :

Al-Qur’an surat al-Hajj ayat 77

        
“dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. (QS : al-

Haj : 77).25

23 Elsi Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006 ), 100.
24 Juhaya S. Praja, Perwakafan di Indonesia sejarah, pemikiran, Hukum dan Perkembangannya,
(Bandung: Yayasan Piara, 1995), 36.
25 Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya,
(Bandung: Syaamil Al-Qur’an, 2005), 341.
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Al-Qur’an surat Ali Imran ayat 92

                      

”kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum

kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai.dan apa saja yang

kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (Q.S.,3 :

92).26

Hadits

َُ يَ ضِ هُرَيْـرةََ رَ أَبيِ نْ عَ وَ  َِّ اللهِ ولَ سُ رَ عَنْهُ ، أَنَّ الىَ عَ ت ـَا اتَ ا مَ ذَ :  إِ الَ قَ مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ صَلَّى ا

الِحٍ عَنْهُ عَمَلُهُ إلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ : صَدَقَةٍ جَاريِةٍَ ، أو عِلْمٍ يُـنْتـَفَعُ بهِِ ، أوَْ وَلَدٍ صَ عَ طَ انْـقَ مَ آدَ نُ ابْ 

مٌ لِ سْ مُ اهُ وَ رَ يدَْعُو لَهُ 

Dari Abu Hurairah r.a., sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah

bersabda: “Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka

putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: Shodaqoh jariyah, ilmu yang

dimanfaatkan, dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya.”

رَ أرَْضًا فأَتََى النَّبىَِّ صلى الله قاَلَ أَصَابَ عُمَرُ بخِيَْب ـَعَنْ ناَفِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما

إِنْ « فَـقَالَ أَصَبْتُ أرَْضًا لمَْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أنَْـفَسَ مِنْهُ ، فَكَيْفَ تأَْمُرُنىِ بهِِ قاَلَ عليه وسلم

26Ibid., 62.
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اَ  قْتَ ِ قَ عُمَرُ أنََّهُ لاَ يُـبَاعُ أَصْلُهَا وَلاَ يوُهَبُ وَلاَ » . شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّ فَـتَصَدَّ

َِّ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَلاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ يوُرَثُ ، فىِ الْفُقَراَءِ  وَالْقُرْبىَ وَالرّقِاَبِ وَفىِ سَبِيلِ ا

رَ مُتَمَوِّلٍ فِيه هَا باِلْمَعْرُوفِ ، أوَْ يطُْعِمَ صَدِيقًا غَيـْ ٢٧وَليِـَهَا أَنْ يأَْكُلَ مِنـْ

“ Dari Ibnu Umar r.a, berkata, bahwa Sahabat Umar r.a. memperoleh
sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah
untuk mohon petunjuk. Umar berkata: “Ya Rasulullah, saya
mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah
mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan
kepadaku?” Rasulullah bersabda: “Bila kau suka, kau tahan (pokoknya)
tanah itu, dan engkau Shodaqohkan (hasilnya).” Kemudian Umar
melakukan Shodaqoh, tidak dijual, tidak diwarisi dan tidak juga
dihibahkan. Berkata Ibnu Umar: “Umar menyedekahkannya kepada
orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil, dan
tamu. Dan tidak mengapa/tidak dilarang bagi yang mengusai tanah wakaf
itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya)
atau makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta.

Dari landasan hukum wakaf yang berupa al-Qur’an dan Hadits diatas,

Jumhur Ulama’ mengatakan bahwa wakaf hukumnya sunnah. Akan tetapi

ulama madzhab Hanafi mengatakan bahwa wakaf hukumnya mubah

(ja’iz).Namun demikian, mereka juga menetapkan bahwa suatu ketika hukum

wakaf dapat menjadi wajib manakala wakaf itu menjadi objek nazar

seseorang.28

c. Unsur –unsur (rukun) dan Syarat Wakaf

Unsur-unsur wakaf (rukun-rukun wakaf) ada empat, yaitu :

a. Orang yang berwakaf (Wakif);

27 Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, vol 3, (Bairut: Dar al-Fikr Lebanon, t.th),  196.
28 Farid Wadjdy dan Mursyid, Wakaf dan Kesejahteraan Umat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2007), 36.
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b. Sesuatu atau harta yang diwakafkan (Maukuf);

c. Tempatberwakaf  (Maukuf ‘alaih), yaitu tempat kemana

diwakafkannya harta itu; dan

d. Aqad, yaitu sesuatu pernyataan timbang terima harta wakaf dari si

wakifkepada Maukuf ‘alaih. Kalau kepada orang tertentu hendaklah

ada qobul, tetapi kalau wakaf untuk umum tidak disyaratkan qobul.29

Untuk sahnya suatu wakaf, harus dipenuhi beberapa syarat dari unsur-

unsur wakaf diatas, yaitu:

1. Orang yang berwakaf (Wakif) syaratnya :

a. Merdeka

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah,

karena wakaf adalah penggugurah hak milik dengan cara memberikan

hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak

mempunyai hak milik dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan

tuannya. Namun demikian Abu Zahrah mengatakan bahwa para

fuqaha sepakat, budak itu boleh mewakafkan hartanya bila ada izin

dari tuannya, karena ia sebagai wakil darinya.

29Suparman ustman, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Darul Ulum Press, Januari 1994), 32.
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b. Berakal Sehat

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia

tidak berakal, tidak mumayyiz dan tidak cakap melakukan akad serta

tindakan lainnya.demikian juga wakaf orang lemah mental (idiot),

berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya

tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk

menggugurkan hak miliknya.

c. Dewasa (baligh)

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (baligh),

hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad

dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.

d. Tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai)

Orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak cakap

untuk berbuat kebaikan (tabarru’), maka wakaf yang dilakukan

hukumnya tidak sah.Tetapi berdasarkan istihsan, wakaf orang yang

berada di bawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama

hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampuan ialah untuk

menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu
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yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban

orang lain.30

2. Syarat MauqufBih (harta yang di wakafkan)

a. Harta yang di wakafkan harus mutaqawwam

Pengertian harta yang mutaqawwam menurut madzhab Hanafi ialah

segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal diguanakan daam

keadaan normal (bukan dalam keadaan darurat).

b. Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan

Harta yang akan diwakafkan harus diketahui dengan yakin (‘ainun

ma’lum), sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan karena itu

tidak sah mewakafkan sesuatu yang tidak jelas seperti satu dari dua

rumah.

c. Milik wakif

Hendaklah harta yang diwakafkan milik penuh dan mengikat bagi

wakif ketika ia mewakafkannya. Untuk itu tidak sah mewakafkan

sesuatu yang bukan milik wakif.Karena wakaf mengandung

kemungkinan menggugurkan milik atau sumbangan keduanya hanya

dapat terwujud pada benda yang dimiliki.

30Paradigma baru wakaf di Indonesia, Jakarta, diterbitkan oleh : Direktorat Pemberdayaan Wakaf,
Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, 2007, 32-33.
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d. Terpisah, bukan milik bersama (musya’)

Milik bersama itu ada kalanya dapat dibagi, juga ada kalanya tidak

dapat dibagi.Mewakafkan sebagian dari musya’ yang tidak dapat

dibagi untuk dijadikan masjid atau pemakaman tidak sah dan tidak

menimbulkan akibat hukum, kecuali apabila bagian yang diwakafkan

tersebut dipisahkan dan ditetapkan batas-batasnya.31

3. Syarat Mauquf Alaih

Terdapat perbedaan pendapat antara para faqih yaitu:

a. Madzhab Hanafi mensyaratkan agar mauquf alaih (yang diberi

wakaf) ditujukan untuk ibadah menurut pandangan Islam  dan

menurut keyakinan wakif. Jika tidak terwujud salah satunya,

maka wakaf tidak sah. Karena itu sah wakaf orang Islam

kepada semua syiar-syiar Islam dan pihak kebajikan, seperti

orang miskin, rumah sakit, dan sekolah. Sah wakaf non muslim

kepada pihak kebajikan umum seperti tempat Ibadah dalam

pandangan Islam seperti pembangunan masjid, biaya masjid,

bantuan kepada jama’ah haji.

b. Madzhab Maliki mensyaratkan agar mauquf alaih untuk ibadah

menurut pandangan wakif. Sah wakaf muslim kepada semua

syiar Islam dan badan-badan sosial umum. Dan tidak sah

wakaf non muslim kepada masjid dan syiar-syiar Islam.

31 Fiqih Wakaf., 27-29
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c. Madzhab Syafi’i dan Hambali mensyaratkan agar mauquf alaih

adalah ibadah menurut pandanagan Islam saja , tanpa

memandang keyakinan wakif. Karena itu sah wakaf muslim

dan non muslim kepada badan-badan sosial seperti

penampungan, tempat peristirahatan dan masjid. Dan tidak sah

wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial

yang tidak sejalan dengan Islam seperti gereja.32

4. Syarat shighat (iqrar wakaf)

Secara garis umum syarat sahnya shighat, baik berupa ucapan

maupun tulisan ialah:

a. Shighat harus munjazah(terjadi seketika/selesai). Maksudnya ialah

shighat tersebut menunjukkan terjadi dan terlaksananya wakaf

seketika setelah shighat ijab diucapkan atau ditulis.

b. Shighat tidak diikuti syarat batil (palsu). Maksudnya ialah syarat

yang menodai atau mencederai dasar wakaf atau meniadakan

hukumnya, yakni kelaziman dan kebatilan.

c. Shighat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lain

bahwa wakaf tersebut tidak untuk selamanya.

d. Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali

wakaf yang sudah dilakukan.33

32 Paradigma Baru Wakaf., 57-58.
33 Fiqih Wakaf., 59-60.



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 :
— Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya. (Pasal 25 ayat 2)
— Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara 
   paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (Pasal 70)

DigitalLibrary
INSTITUT  AGAMA  ISLAM  NEGERI  JEMBER

28

d. Macam-macam Wakaf

Wakaf apabila dilihat dari Maukuf alaih (yang menerima wakaf) dapat

dibagi menjadi dua macam:

a. Wakaf ahli

Wakaf ahli atau wakaf keluarga atau dapat dinamakan wakaf khusus

ialah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih,

baik keluarga wakif atau bukan.Misalnya seseorang menyatakan mewakafkan

buku-bukunya untuk anak-anaknya yang mampu mempergunakan, kemudian

kepada cucu-cucunya dan seterusnya.34

Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya,

lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya

adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.Wakaf jenis ini (wakaf

ahli/dzurri) kadang-kadang juga disebut wakaf ‘alal aulad, yaitu wakaf yang

diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan

keluarga (famili), lingkungan kerabat sendiri.

Dalam satu segi, wakaf ahli (dzurri) ini baik sekali, karena si wakif

akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga

kebaikan dari silaturrahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf.

Akan tetapi, pada sisi lain wakaf ahli ini sering menimbulkan masalah, seperti

: bagaimana kalau anak cucu yang ditunjuk sudah tidak ada lagi (punah) ?

Siapa yang berhak mengambil manfaat benda (harta wakaf) itu ? Atau

sebaliknya, bagaimana jika anak cucu si wakif yang menjadi tujuan wakaf itu

34 Ahmad Azhar Basyir MA, Hukum Islam Tentang Wakaf Ijaroh Syirkah, (Bandung, PT
Alma’arif 1987), 13.
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berkembang sedemikian rupa, sehingga menyulitkan bagaimana cara

meratakan pembagian hasil harta wakaf ?

Untuk mengantisipasi punahnya anak cucu (keluarga penerima harta

wakaf) agar harta wakaf kelak tetap bisa dimanfaatkan dengan baik dan

berstatus hukum yang jelas, maka sebaiknya dalam ikrar wakaf ahli ini

disebutkan bahwa anak ini untuk anak, cucu, kemudian untuk fakir

miskin.Sehingga bila suatu ketika ahli kerabat (penerima wakaf) tidak ada

lagi (punah), maka wakaf itu bisa langsung diberikankepada fakir miskin.

Namun, untuk kasus anak cucu yang menerima wakaf ternyata berkembang

sedemikian banyak kemungkinan akan menemukan kesulitan dalam

pembagiannya secara adil dan merata.35

b. Wakaf Kairi

Yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan)

atau kemasyarakatan (kebajikan umum).Seperti wakaf yang diserahkan untuk

kepentingan pembangunan pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, panti

asuhan anak yatim dan lain sebagainya.36

Wakaf khairi adalah wakaf yang lebih banyak manfaatnya dari pada

wakaf ahli, karena tidak terbatas pada satu orang/kelompok tertentu saja,

tetapi manfaatnya untuk umum, dan inilah yang paling sesuai dengan tujuan

perwakafan.Dalam wakaf khairi, si wakif dapat juga mengambil manfaat dari

35Fiqih Wakaf., 14-15.
36Ibid., 16.
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harta yang diwakafkan.37 Seperti wakaf masjid maka si wakif boleh saja

disana, atau mewakafkan sumur, maka si wakif boleh mengambil air dari

sumur tersebut sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi dan sahabat Utsman

bin Affan.

Wakaf khairi atau wakaf umum inilah yang paling sesuai dengan

ajaran Islam dan yang dianjurkan pada orang yang mempunyai harta untuk

melakukannya guna memperoleh pahala yang terus mengalir bagi orang yang

bersangkutan kendatipun ia telah meninggal dunia, selama wakaf itu masih

bisa diambil manfaatnya. Bentuk-bentuknya tersebut diatas, wakaf khairi ini

jelas merupakan wakaf yang benar-benar dapat dinikmati manfaatnya oleh

masyarakat dan merupakan salah satu sarana penyelenggaraan kesejateraan

masyarakat baik dalam bidang keagamaan, maupun dalam bidang ekonomi,

sosial, budaya dan pendidikan.38

e. Nadzir (Pengurus Wakaf)

Nadzir wakaf adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk

memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf

tersebut. Pada dasarnya, siapa saja dapat menjadi nadzir selama ia

mempunyai hak melakukan tindakan hukum.

37Faishal hak dan saiful Anam, Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia, (Jakarta: PT Garoeda
Buana, 1992), 7.
38 Muhammad Daud Ali, sistem ekonomi islam zakat dan wakaf, (Jakarta: UI Press, 1988), 91-92
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Yang berhak menentukan nadzir wakaf adalah wakif. Mungkin ia

sendiri yang menjadi nadzir, mungkin pula menyerahkan pengawasan

wakafnya kepada orang lain, baik perseorangan maupun organisasi. Agar

perawatan dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya, pemerintah berhak

campur tangan mengeluarkan berbagai peraturan mengenai perwakafan,

termasuk pengawasannya.

Dalam hal nadzir wakaf perorangan, para ahli menentukan beberapa

syarat yang harus dipenuhi, yaitu (1) berakal sehat, (2) telah dewasa (3) dapat

dipercaya, dan (4) mampu menyelenggarakan segala urusan yang berkenaan

dengan harta wakaf.

Nadzir wakaf berwenang melakukan segala tindakan yang

mendatangkan kebaikan bagi harta wakaf bersangkutan dengan

memperhatikan syarat-syarat yang mungkin telah ditentukan oleh wakif. Bila

harta wakaf berupa tanah pertanian misalnya, nadzir berhak menanaminya

sendiri, membeli dan mengerjakan hal-hal yang perlu untuk menanaminya,

boleh juga menyewakan kepada orang lain dan membagikan hasil yang

diperoleh kepada yang berhak menerimanya. Namun demikian, nadzir tidak

boleh menggadaikan harta wakaf untuk tanggungan hutang harta wakaf atau

tanggungan hutang tujuan wakaf. Sebab, apabila nadzir dibenarkan

menggadaikan harta wakaf ada kemungkinan amalan wakaf itu akan terhenti

karena harta wakaf itu harus dijual atau disita untuk melunasi hutang tersebut.

Nadzir berhak mendapatkan upah pengurusan harta wakaf, selama ia

melaksanakan tugasnya dengan baik. Besarnya upah sesuai dengan ketentuan
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wakif.Bila wakif tidak menentukan besarnya upah nadzir, hakim dapat

menentukan besarnya upah itu sesuai dengan berat ringannya tugas yang

dibebankan kepada nadzir.

Sebagai pemegang amanat, pada dasarnya, nadzir tidak dibebani

resiko yang terjadi atas harta wakaf, kecuali apabila kerusakan itu terjadi

karena kelalaian atau bahkan kesengajaannya. Besarnya kerusakan atau

kerugian  karena kelalaian bahkan kesengajaan nadzir, ditetapkan oleh

pengadilan atau penguasa lainnya.39

f. KonsepPerubahan Benda Wakaf

Dikarenakan kajian penulis berhubungan dengan bahasa arab maka

kata perubahandalam bahasa arab disebut dengan kata istibdal (استبدال) yang

berasal dari fi’il mujarrod(kata kerja murni) badalayabdulu badlan ( یبدل -(بدل 

بدلا– yang memiliki arti merubah atau mengganti.40

Sedangkan perubahan benda wakaf menurut istilah yang dijelaskan

oleh Imam Syarqowi dalam masalah wakaf adalah mengganti mauquf (barang

wakaf) yang dinisbatkan pada kerusakan diganti dengan benda lain yang lebih

baik dari sebelumnya. Hal ini didasarkan pada ungkapan beliau dalam

kalimat:

39 Suparman, Hukum., 33-34.
40A.W.Munawwir, Kamus al-Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 65.
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٤١هُ نْ مِ نُ سَ حْ اَ لٍّ حَ بمَِ هُ لُ دُ بْ يَ ف ـَوطِ قُ السُّ ليَ ل اِ اَ دْ قَ لُّ حَ مَ الْ نَ وْ كُ يَ نْ اَ مْ هُ دَ نْ عِ هُ تُ رَ وْ صُ وَ 

“Contoh perubahan wakaf menurut fuqoha’ adalah tempat wakaf itu

mendekati roboh (rusak) maka kemudian diganti dengan tempat yang

lebih baik dari sebelumnya”.

Para ulama berbeda pendapat tentang perubahan benda wakaf,

sebagian memperbolehkan dan sebagian lain melarangnya.Sebagian ulama’

Malikiyah (ulama bermazhab Maliki) berpendapat, bahwa benda wakaf yang

sudah tidak berfungsi tetap tidak boleh dijual, ditukar atau diganti dan

dipindahkan.Karena dasar wakaf itu sendiri bersifat abadi, sehingga kondisi

apapun benda wakaf tersebut harus dibiarkan sedemikian rupa. Dasar yang

mereka gunakan adalah hadits Nabi yang menyebutkan bahwa benda wakaf

tidak boleh dijual tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan yang

diriwayatkan oleh Ibnu Umar yaitu42

رَ أرَْضًا فأَتََى النَّبىَِّ صلى الله قاَلَ أَصَابَ عُمَرُ بخِيَْب ـَرضى الله عنهماعَنْ ناَفِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ 

إِنْ « فَـقَالَ أَصَبْتُ أرَْضًا لمَْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أنَْـفَسَ مِنْهُ ، فَكَيْفَ تأَْمُرُنىِ بهِِ قاَلَ عليه وسلم

اَ  قْتَ ِ قَ عُمَرُ أنََّهُ لاَ يُـبَاعُ أَصْلُهَا وَلاَ يوُهَبُ وَلاَ » . شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّ فَـتَصَدَّ

41 Imam Syarqowi, Hasyiyah al-Syarqowi, (Bairut: Dar al-Fikr, t.th), 178.
42 Farid, Wakaf.,151.
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َِّ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَلاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ يوُرَثُ ، فىِ الْفُقَراَءِ  وَالْقُرْبىَ وَالرّقِاَبِ وَفىِ سَبِيلِ ا

رَ مُتَمَوِّلٍ فِيه هَا باِلْمَعْرُوفِ ، أوَْ يطُْعِمَ صَدِيقًا غَيـْ ٤٣وَليِـَهَا أَنْ يأَْكُلَ مِنـْ

“ Dari Ibnu Umar r.a, berkata, bahwa Sahabat Umar r.a. memperoleh
sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah
untuk mohon petunjuk. Umar berkata: “Ya Rasulullah, saya
mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah
mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan
kepadaku?” Rasulullah bersabda: “Bila kau suka, kau tahan
(pokoknya) tanah itu, dan engkau Shodaqohkan (hasilnya).”
Kemudian Umar melakukan Shodaqoh, tidak dijual, tidak diwarisi dan
tidak juga dihibahkan. Berkata Ibnu Umar: “Umar menyedekahkannya
kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu
sabil, dan tamu. Dan tidak mengapa/tidak dilarang bagi yang
mengusai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan
cara baik (sepantasnya) atau makan orang lain dengan tidak
bermaksud menumpuk harta.

Tetapi dalam mazhab Malikiyah dibedakan antara benda wakaf yang

bergerak dan yang tidak bergerak.Benda wakaf yang tidak bergerak seperti

masjid dan kuburan maka tidak boleh melakukan istibdalterhadap benda

wakaf jenis ini dalam keadaan apapun. Hal ini tertera dalam kitab Minah al-

Jalilyaitu :

عُ فِ تَ نْ ي ـَلاَ ارَ صَ وَ اءِ الرَّ رِ سْ كَ وَ ةِ مَ جَ عْ مُ الْ اءِ الخَْ حِ تْ فَ بِ بَ رَ خَ نْ إِ وَ لْ بَ بْ رَ يخَْ لمَْ نْ إِ سٍ بْ حَ ارُ قَ عِ اعُ بَ ي ـُلاَ 

٤٤هِ يْ لَ عَ سَ بِ ا حُ مَ يْ فِ هِ بِ 

43Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, 196.
44 Muhammad Ulaysyi, Minahul Jalil, (Bairut : Dar al-Fikr, 1989), 154.
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Tidak boleh menjual pekarangan (tidak bergerak) yang diwakafkan

jika tidak rusak bahkan meskipun rusak dan menjadi tidak bermanfaat

sesuai dengan tujuan diwakafkannya.

Sedangkan jika benda wakafnya berupa benda bergerak maka boleh

melakukan istibdal apabila manfaat dari benda wakaf yang bergerak tersebut

sudah hilang seperti wakaf kuda yang sudah tua atau baju yang sudah rusak.

Penjelasan ini juga tercantum dalam kitab Minah al-Jalilyaitu :

مُ رُ هْ ي ـَوْ أَ بُ لُ كْ يَ سِ رَ فَ الْ ا كَ لهََ فَ قَ وَ تيِ الَّ هُ تُ عَ فَ ن ـْمَ تْ بَ هَ ا ذَ ذَ إِ ارِ قَ عِ ى الْ وَ ا سِ مَ مُ اسِ قَ الْ نُ ى ابْ وَ رَ 

هُ لَ فَ قِ ي وُ ذِ الَّ هِ جْ وَ الْ فيِ هِ بِ عُ فِ تَ نْ ي ـَلاَ ثُ يْ بحَِ لقُ يخَْ بِ وْ الثَّـ وِ أَ هُ لَ فَ قِ ا وُ مَ يْ فِ هِ بِ عُ فِ تَ نْ ي ـَلاَ ثُ يْ بحَِ 

٤٥هِ لِ ثْ مِ فيِ هُ نُ ثمََ فُ رَّ صَ يُ وَ هُ عُ ي ـْب ـَزُ وْ يجَُ هُ نَّ أَ كَ لِ ذَ هَ بَّ شَ وَ 

Diriwayatkan dari Ibn al-Qasim wakaf selain pekarangan (tidak
bergerak) jika sudah hilang manfaatnya sesuai dengan (tujuan) yang
diwakafkan seperti kuda yang tua yang tidak bisa dimanfaatkan sesuai
tujuan wakafnya atau baju yang rusak yang tidak bisa dimanfaatkan
sesuai tujuan wakafnya dan sesamanya maka boleh menjualnya dan
hasilnya digunakan pada wakaf yang sama.

Begitu pula dengan pandangan dari Imam Ahmad Ibn Hambal dan

Abu Tsaur  berpendapat boleh menjual, merubah atau memindahkan benda

wakaf tersebut yang sudah tidak sesuai dengan tujuan wakaf sehingga bisa

45Ibid., 153.
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berfungsi dan mendatangkan maslahah yang lebih besar bagi kepentingan

umum, khususnya kaum muslimin.

Imam Ahmad Ibn Hambal memberi sedikit kelonggaran tentang

bolehnya menjual benda wakaf dan menggantinya dengan benda baru yang

sama karena benda wakaf tersebut tidak berfungsi dengan maksimal,

dicontohkan seperti terlalu kecilnya sebuah masjid dibandingkan jamaah

yang ada, karena itu perlu dicarikan tanah yang lebih luas sehingga seluruh

jamaah bisa tertampung.46Dalil atau argumentasi yang digunakan Imam

Ahmad adalah ketika Umar bin Khattab ra memindahkan masjid Kufah yang

lama dijadikan pasar bagi penjual-penjual kurma, ini adalah penggantian

tanah masjid. Adapun penggantian bangunannya dengan bangunan lain, maka

Umar dan Ustman pernah membangun Masjid Nabawi tanpa mengikuti

konstruksi pertama dan dan melakukan tambahan serta perluasan. Demikian

pula yang terjadi pada Masjidil Haram sebagai mana diriwayatkan oleh

Bukhari Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah ra:

ةَ بَ عْ كَ الْ تُ ضْ قَ ن ـَلَ رٍ فْ كُ بِ مْ هِ دِ هْ عَ ثُ يْ دِ حَ كَ مَ وْ ق ـَلاَ وْ لَ ةَ شَ ائِ ا عَ يَ مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ ى اللهُ لَّ صَ بيُِّ النَّ الَ قَ 

٤٧نَ وْ جُ رُ يخَْ ابٌ بَ وَ اسُ النَّ لُ خُ دْ يَ ابٌ بَ ينِْ اب ـَا بَ لهََ تُ لْ عَ جَ فَ 

“seandainya kaummu itu bukan masih dekat dengan jahiliyah,

tentulah Ka’bah itu akan aku runtuhkan dan aku jadikan dalam bentuk

46 Imam hambali, Al-Muqna’, (Bairut Libanon :Dar al-Kutub al-alawiyah, t,th), 164.
47 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, vol. 3 (Beirut: Dar Al-Fath, 2005), 312.
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rendah serta aku jadikan baginya dua pintu, satu untuk masuk dan satu

untuk keluar.

Ibnu Taimiyah membolehkan untuk mengubah atau mengalihkan

wakaf dengan dua syarat: pertama, penggantian karena kebutuhan mendesak,

seperti kuda yang diwakafkan untuk perang bila tidak mungkin lagi

dimanfaatkan dalam peperangan maka bisa dijual dan harganya dipergunakan

untuk membeli sesuatu yang dapat menggantikannya. Kedua, penggantian

karena kepentingan dan maslahat yang lebih kuat.Misalnya ada masjid yang

sudah tidak digunakan bagi kaum muslimin setempat, maka boleh dijual dan

digunakan untuk membangun masjid yang baru, sehingga kaum muslimin

dapat menggunakan dan memakmurkannya dengan maksimal.48

Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf juga

mengatur tentang perubahan dan pengalihan harta wakaf yang sudah

dianggap tidak atau kurang berfungsi sebagaimana maksud wakaf itu sendiri.

Secara prinsip, harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang : a)

dijadikan jaminan; b) disita; c) dihibahkan; d) dijual; e) diwariskan; f)

ditukar; atau g) dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Namun,

ketentuan tersebut dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah

diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum tata ruang (RUTR)

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak

bertentangan dengan syariah.Pelaksanaan ketentuan tersebut bisa dilakukan

48 Farid, Wakaf., 152.
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setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf

Indonesia.49

49 Fiqih Wakaf., 83.
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BAB III

MAZHAB HANAFI DAN SYAFI’I

A. Mazhab Hanafi

1. Sejarah Madzhab Hanafi

Mazhab Hanafi adalah salah satu mazhab empat dalam fiqh yang

dikenal dengan al-madzahib al-arba’ah fi al-fiqh.50Abu Hanifah adalah

pendiri mazhab ini yang terkenal dengan “al-Imam al-A’zham”yang berarti

imam terbesar. Nama lengkap beliau adalah Abu Hanifah al-Nu’man bin

Tsabit ibn Zutha al-Taimy. Ia berasal dari keturunan Parsi, lahir di Kufah

tahun 80 H/699 M dan wafat di Baghdad tahun 150 H/767 M. Ia menjalani

hidup di dua lingkungan sosio-politik, yakni di masa akhir dinasti Umaiyyah

dan masa awal dinasti Abbasiyah.

Beliau diberi gelar Abu Hanifah, karena diantara putranya ada yang

bernama Hanifah. Menurut kebiasaan, nama anak menjadi nama panggilan

bagi ayahnya dengan memakai kata Abu (bapak/ayah), sehingga dikenal

dengan sebutan Abu Hanifah. Menurut riwayat lain pula, beliau diberi gelar

Abu Hanifah karena begitu dekat dan eratnya berteman dengan tinta, Hanifah

menurut bahasa Arab adalah tinta. Abu Hanifah senantiasa membawa tinta

guna menulis ilmu pengetahuan yang diperoleh dari teman-temannya.

50 Fakhruddin, Sejarah & Pemikiran Empat Imam Mazhab Fiqh (Yogyakarta: UIN Malang Press,
2009), 111.
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Abu Hanifah menekuni ilmu fiqh di Kufah yang pada waktu itu

merupakan pusat pertemuan ulama fiqh yang cenderung rasional.Di Irak

terdapat madrasah Kufah, yang dirintis oleh Abdullah Ibn Mas’ud (wafat 63

H/682 M).Kepemimpinan madrasah Kufah kemudian beralih kepada Ibrahim

al-Naha’i, lalu Hammad ibn Abi as-Sulaiman al-Asy’ari (wafat 120 H).Abu

Hanifah juga beberapa kali pergi ke Hijaz untuk mendalami ilmu fiqh dan

hadits. Sepeninggal Hammad, majlis madrasah Kufah sepakat untuk

mengangkat Abu Hanifah menjadi kepala madrasah. Selama itu ia mengabdi

dan banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah fiqh. Fatwa-fatwanya itu

merupakan dasar utama dari pemikiran mazhab Hanafi yang dikenal sekarang

ini.51

Dalam menetapkan hukum Abu Hanifah dipengaruhi oleh

perkembangan hukum di Kufah, yang terletak jauh di Madinah sebagai kota

tempat tinggal Rasulullah SAW yang banyak terdapat hadits. Sedangkan di

Kufah termasuk  kurang pembendaharaan haditsnya. Di samping itu, Kufah

sebagai kota yang berada di tengah kebudayaan Persia, kondisi

kemasyarakatannya telah mencapai tingkat peradaban cukup tinggi. Oleh

karena itu banyak muncul problema kemasyarakatan yang memerlukan

penetapan hukumnya karena problema itu belum pernah terjadi di masa

Rosulullah, Sahabat dan Tabi’in, maka untuk menghadapinya memerlukan

ijtihad atau ra’yi.Hal inilah penyebab perbedaan perkembangan pemikiran

51 Huzaimah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab (Ciputat: Logos Wacana Ilmu,
1997), 96-97.
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hukum di Kufah (Irak) dengan di madinah. Ulama di Madinah banyak

menggunakan sunnah, sedangkan di Kufah, sunnah hanya sedikit diketahui.52

Karena Abu Hanifah dilahirkan di baghdad, maka Perkembangan

mazhab Hanafi dimulai dari Baghdad, kemudian berkembang dan menyebar

keluar.  Tidak dipungkiri lagi bahwa perkembangan mazhab ini juga

disebabkan oleh para pengikut dan murid  Abu Hanifah. Karena

kecemerlangan murid Abu Hanifah, mazhab Hanafi menjadi mazhab Daulah

Abbasiyah.Pengangkatan Abu Yusuf menjadi qadhi pada masa Daulah

Abbasiyah merupakan tonggak awal bagi kepastian pengangkatan para qadhi

sesudahnya dari ulama hanafiyah. Hal inilah yang menjadi sebab utama

penyebaran mazhab hanafi di Irak pertama kali da kemudian diseluruh dunia

islam kala itu, seperti Persia, Suriyah dan Mesir serta kawasan Maghribi

lainnya.

Di mesir, mazhab ini pernah mengalami masa yang suram ketika

daulah Fatimiyah berkuasa.Secara khusus, fatimiyah memusuhi mazhab

hanafi karena kedekatannya dengan daulah Abbasiyah.Ketika Ayyubiyah

berkuasa, mazhab ini bangkit lagi karena salah seorang kholifahnya,

Nuruddin al-Syahid bermazhab Hanafi.Pada tahun 923 H, mesir jatuh ke

kerajaan Usmani (Turki) dan sejak itu diberlakukan peradilan mazhab

Hanafi.Dengan dukungan Ustmani, mazhab Hanafi makin tersebar luas

dengan cepat. Hingga sekarang mazhab ini masih dominan dianut oleh

penduduk di turki, Irak, Suriyah, Libanon dan Yordania, demikian juga di

52Ibid., 100.
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kawasan Khurasan sampai di daerah Transaksonia, seperti Sijistan,

Azarbaijan, dan Tabaristan. Dengan dijadikannya mazhab ini sebagai

“mazhab Negara” pada masa daulah Abbasiyah, maka kedudukan mazhab ini

menjadi semakin kuat.53

2. Dasar- dasar Hukum Mazhab Hanafi

Imam Hanafi banyak sekali mengemukakan masalah-masalah baru,

bahkan beliau banyak menetapkan hukum-hukum yang belum

terjadi.54Sebagai dasar yang beliau jadikan dalam menetapkan suatu hukum

adalah :

تيِ الَّ حاحِ الصَّ ارِ ثَ الاَْ وَ ِ ولِ سُ رَ ةِ نَّ سُ بِ تُ ذْ خَ اَ هِ يْ فِ دْ جِ اَ المَْ مَ فَ تُ دْ جَ وَ نْ اِ اللهِ ابِ تَ كِ بِ ذُ خُ اَ نىِّ اِ 

تُ ئْ شِ نْ مَ ةِ ابَ حَ الصَّ لِ وْ قَ بِ تُ ذْ خَ اَ هِ ولِ سُ رَ ةِ نَّ سُ وَ اللهِ ابِ تَ كِ فيِ دْ جِ اَ لمَْ نْ اِ فَ اتِ قَ الثِّ دِ يْ اَ ينَْ فشت ب ـَ

بيِ عْ الشَّ وَ مَ يْ اهِ رَ ب ـْاِ لىَ ى اِ هَ ت ـَان ـْذَ اِ فَ مْ هِ يرِْ غَ الِ وَ ق ـْاَ لىُ اِ مْ الهِِ وَ ق ـْاَ نْ عَ جُ رُ خْ اَ لاَ ثمَُّ تُ ئْ شِ نْ مَ لُ وْ ق ـَعُ ادْ وَ 

وادُ هِ تَ ا اجْ مَ كَ دُ هِ تَ جْ اَ نْ اَ يَّ لَ عَ ف ـَبِ يَّ سَ مُ الْ نِ بْ دِ يْ عِ سَ وَ نَ يْ يرِْ سِ نِ ابْ وَ نِ سَ الحَْ وَ 

“Sesungguhnya saya berpegang kepada kitabullah jika saya
menemukannya. Apabila saya tidak menemukan dalam kitabullah
saya berpegang pada sunnah rasulullah dan atsar-atsar yang sahih
yang berkembang diantara orang-orang kepercayaan. Apabila saya
tidak menemukan dalam Kitabullah dan sunnah Rasul, saya berpegang
kepada pendapat-pendapat sahabat. Saya ambil pendapat-pendapat
sahabat yang saya kehendaki.Dan saya tinggalkan siapa yang saya
kehendaki.Saya tidak menyimpang dari pendapat sahabat kepada
pendapat yang bukan sahabat.Kalau urusan itu telah sampai pada

53 Fakhruddin, Sejarah., 133-134.
54 Ali, Perbandingan., 188.
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Ibrahim, as-Sya’bi, al-Hasan, Ibnu Sirin dan Said Ibnu Musayyab
maka saya pun berijtihad sebagai mana mereka berijtihad.”55

a) Al-Qur’an

Al-Qur’an merupakan sumber utama dalam pembinaan hukum

Islam.Seluruh fuqaha’ dan umat Islam menyatakan bahwa al-Qur’an

adalah sumber utama dari hukum Islam.56

Dilihat dari segi kebenarannya sebagai sumber, maka al-Qur’an

adalah merupakan sumber dari segala sumber. Dengan kata lain, al-Qur’an

menempati posisi paling awal dari urutan sumber hukum dalam berhujjah.

Adapun sumber-sumber lainnya merupakan pelengkap dan cabang dari al-

Qur’an, karena pada dasarnya sumber-sumber lain itu akan kembali

kepada al-Qur’an.57

b) As-Sunnah

As-Sunnah adalah berfungsi sebagai penjelas al-Kitab, merinci

yang masih bersifat umum (global).Siapa yang tidak mau berpegang

kepada as-Sunnah tersebut berarti orang tersebut tidak mengakui

kebenaran risalah Allah yang beliau sampaikan kepada ummatnya.

55 Jaih Mubarak, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2000), 74-75.
56 Romli SA, Muqaranah Mazahib fil Ushul, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1999), 58.
57Ibid., 61.
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c) Aqwalush Shahabah (Perkataan Sahabat)

Perkataan sahabat memperoleh posisi yang kuat dalam pandangan

Abu Hanifah, karena menurutnya mereka adalah orang-orang yang

membawa ajaran Rasulullah SAW sesudah generasinya.Dengan demikian,

pengetahuan dan pernyataan keagamaan mereka lebih dekat pada

kebenaran tersebut.Oleh sebab itu pernyatan hukum sahabat dapat dikutip

untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Ketetapan sahabat ada dua bentuk yaitu ketentuan hukum yang

ditetapkan dalam bentuk Ijmak dan ketentuan hukum dalam bentuk

fatwa.Ketentuan hukum yang ditentukan lewat Ijmak mengikat, sedangkan

ketentuan hukum dalam bentuk fatwa bersifat tidak mengikat.58

d) Al-Qiyas

Abu Hanifah berpegang kepada Qiyas, apabila ternyata dalam al-

Qur’an, Sunnah atau perkataan sahabat tidak beliau temukan. Beliau

menghubungkan sesuatu yang belum ada hukumnya kepada nash yang ada

setelah memperhatikan illat yang sama antara keduanya.59

58 Ali, Perbandingan., 188-189.
59Ibid., 189.
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e) Al-Istihsan

Al-Istihsan sebenarnya merupakan pengembangan dari al-

Qiyas.Penggunaan ar-Ra’yu lebih menonjol lagi.Istihsan menurut bahasa

berarti “menganggap baik” atau “mencari yang baik”60. Sedangkan

menurut istilah sebagaimana disebutkan oleh Abu al-Hasan al-Karkhi

seorang ulama’ ushul mazhab Hanafi adalah sebagai berikut :

ى وَ ق ـْاَ هٍ جْ وَ ا لِ هَ رِ ائِ ظَ نَ فىِ هِ بِ مَ كِ ا حُ مَ لِ ثْ بمِِ ةِ لَ ئ ـَسْ مَ الْ فىِ مَ كُ يحَْ نْ اَ نْ عَ دُ هِ تَ جْ مُ الْ لَ دِ عْ ي ـَنْ اَ وَ هُ 

لِ وَّ الاَْ نِ عَ ولُ دُ عُ ى الْ ضِ تَ قْ ي ـَ

Istihsan ialah berpindahnya seorang mujtahid dari hal penetapan

hukum suatu masalah yang secara subtansial serupa dengan apa yang

telah ditetapkan karena terdapatnya alasan yang lebih kuat yang

menghendaki perpindahan tersebut.61

Istihsan adalah sumber pengambilan hukum Islam yang sangat

populer di kalangan madzhab Hanafi.Istihsan juga menjadi sumber hukum

madzhab Malikiyyah dan Hanafiah. Bahkan Imam Malik berkata: Istihsan

adalah sembilan puluh persen ilmu. Tokoh yang menolak penggunaan

istihsan ini adalah Imam Syafi’i, beliau berkata:

60Ibid., 190.
61 Ramli SA, Muqaranah, 139.
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عَ رَّ شَ دْ قَ ف ـَنَ سَ حْ تَ اسْ نِ مَ 

“Barang siapa menetapkan hukum lewat istihsan, maka dia sama

dengan membuat syariat baru.”

Imam Syafi’i berpendapat, kaidah-kaidah interpretasi atas

ketentuan-ketentuan syariah (al-Qur’an dan Sunnah) ditambah dengan

analogi qiyas, sudah cukup untuk menampung segala perkembangan yang

terjadi, yang perlu ditata dalam hukum Islam.

Contoh kaidah ini adalah, kalau ada orang masuk kamar mandi,

tanpa ada ukuran ganti rugi bagi air yang digunakan, masa berdiam

dirinya, upah yang harus dibayar; juga meminum air dari tangan-tangan

orang-orang yang memberikan minuman tanpa menghitung air dan ganti

ruginya. Hal ini sudah menjadi kebiasaan umum dan tidak ada yang

mengingkarinya. Misalnya, kalau kita sedang dikamar mandi terminal bis,

biasanya kita langsung masuk, tanpa ada transaksi berapa air yang akan

digunakan, berapa lama yang disediakan, yang itu diesuaikan dengan

ongkosnya. Kita biasanya memberi uang 1000 untuk hal semacam ini,

tidak peduli apakah dikamar mandi 5 menit atau 10 menit, menghabiskan

air 5, 10 atau 20 liter.62

Dalam menggunakan istihsan para ulama’ Hanafiyah memberikan

dalil atas kehujjahannya bahwasanya mengambil dalil dengan istihsan itu

62 Jamal Ma’ruf Asmani, Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfud Antara Konsep dan Implementasi,
(Surabaya : Kalista, 2007), 270-271.
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hanyalah istidlal dengan Qiyas Khafi yang menang atas Qiyas Jali, atau

kemenangan Qiyas atas Qiyas yang lain yang melawaninya dengan dalil

yang menuntut kemenangan ini, atau istidlal dengan maslahah

mursalah(kepentingan umum) atas pengecualian bagian hukum kulli.

Semua ini adalah istidlah yang shahih.63

f) ‘Urf

Pendirian beliau adalah, mengambil yang sudah diyakini dan

dipercayai dan lari dari keburukan serta memerhatikan muamalah-

muamalah manusia dan apa yang mendatangkan maslahat bagi mereka.

Beliau melakukan segala urusan (bila tidak ditemukan dalam al-Qur’an,

Sunnah, Ijmak atau Qiyas), beliau melakukannya atas dasar Istihsan

selama dapat dilakukannya.Apabila tidak dapat dilakukan Istihsan beliau

kembali kepada ‘Urf manusia. Hal ini menunjukkan, beliau

memperhatikan ‘Urf manusia apabila tidak ada nash Kitab, nash Sunnah,

Ijmak, Qiyas dan Istihsan.64

‘Urf itu ada dua macam, yaitu ‘urf shohih dan ‘urf fasid

(rusak).‘Urf sahih ialah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan

tidak bertentangan dengan dalil syara’, juga tidak menghalalkan yang

haram dan juga tidak membatalkan yang wajib.Seperti saling mengertinya

manusia tentang kontrak pemborongan atau saling mengerti dalam hal

63 Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh), (Jakarta : PT Raja
Grafindo Persada, 1993), 124.
64 Ali hasan, Perbandingan.,194.
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sesuatu yang telah diberikan oleh pelamar kepada calon istri yang berupa

perhiasan atau pakaian adalah termasuk hadiah bukan sebagian dari mahar.

Adapun ‘urf fasid yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia,

tetapi sesuatu itu bertentangan dengan syara’ atau menghalalkan yang

haram dan membatalkan yang wajib seperti saling mengerti manusia

tentang beberapa perbuatan mungkar dalam upacara kelahiran anak dan

dalam tempat kedukaan, juga saling mengerti mereka tentang makan riba

dan kontrak judi.

Adapun ‘urf sahih, maka harus dipelihara dalam pembentukan

hukum.Bagi seorang mujtahid harus memeliharanya dalam waktu

membentuk hukum.65 Sedangkan ‘urf yang rusak , maka tidak harus

memeliharanya karena memeliharanya itu berarti menentang dalil syara’

atau membatalkan hukum syara’.66

B. Mazhab Syafi’i

1. Sejarah Mazhab Syafi’i

Imam Syafi’i merupakan imam yang ketiga menurut susunan tarikh

kelahiran dari empat imam mazhab empat dalam fiqh sunni. Beliau adalah

pendukung ilmu hadits dan pembaharu dalam agama/mujaddid dalam abad II

H.67Beliau dilahirkan di Gaza pada bulan Rajab tahun 150 H (767

65 Abdul Wahab, Kaidah Kaidah., 134-135.
66Ibid., 136.
67 Fakhruddin, Sejarah., 122.
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M).Menurut suatu riwayat, pada tahun itu juga wafat Imam Abu

Hanifah.Imam syafi’i wafat dimesir pada tahun 204 H (819 M).

Nama lengkap imam Syafi’i adalah Abu Abdillah Muhammad ibn

Idris ibn Abbas ibn Syafi’i ibn saib ibn Ubaid ibn Yazid ibn Hasyim ibn

Abdul Muthtallib ibn Qushay al-Quraisyiy. Abdi Manaf ibn Qushay kakek

kesembilan dari Imam Syafi’i adalah Abdi Manaf ibn Qushay kakek keempat

dari Rasulullah SAW. Jadi nasab Imam Syafi’i bertemu dengan nasab

Rasulullah SAW. pada Abdi Manaf.

Dalam asuhan ibunya dia dibekali pendidikan, sehingga pada umur 7

tahun, sudah dapat menghafal al-Qur’an.Ia mempelajari al-Qur’an pada

Ismail ibn Qostantin, qori’kota Makkah.Sebuah riwayat mengatakan, bahwa

Syafi’i pernah hatam al-Qur’an dalam bulan Ramadhan sebanyak 60 kali.

Sebelum menekuni fiqh dan hadits, Imam Syafi’i tertarik pada puisi,

sya’ir dan sajak bahasa Arab.Ia belajar hadits pada Imam Malik di Madinah.

Dalam usia 13 tahun ia telah dapat menghafal al-Muwaththa. Sebelumnya

Imam Syafi’i pernah belajar hadits kepada Sufyan ibn ‘Uyainah salah seorang

ahli hadits di Makkah.

Tahun 195 H. al-Syafi’i pergi ke Baghdad dan menetap disana selama

2 tahun. Setelah itu ia kembali lagi ke Makkah. Pada tahun 198 H, ia kembali

lagi ke Baghdad dan menetap disana beberapa bulan, kemudian tahun 198 H

pergi ke Mesir dan menetap di Mesir sampai wafat pada tanggal 29 Rajab

sesudah menunaikan salat ‘Isya’. Imam Syafi’i dikuburkan disuatu tempat di

Qal’ah, yang bernama Mishru Alqadimah.
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Ibnu Hajar mengatakan pula, bahwa ketika kepemimpinan fiqh di

Madinah berpuncak pada Imam Malik, Imam Syafi’i pergi ke Madinah untuk

belajar kepadanya.Dan ketika kepemimpinan fiqh di Irak berpuncak pada

Abu Hanifah dan Syafi’i belajar fiqh di Irak kepada Muhammad ibn al-

Hassan al-Syaibany (salah seorang murid Abu Hanifah).Oleh sebab itu pada

Imam Syafi’i berhimpun pengetahuan fiqh Ashab al-Hadits (Imam Malik)

dan fiqh Ashab al-Ra’yi (Abu Hanifah).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi’i

mempunyai pengetahuan yang sangat luas dalam bidang lughah dan adab,

disamping pengetahuan hadits yang ia peroleh dari beberapa negeri.

Sedangkan pengetahuannya dalam bidang fiqh meliputi fiqh Ashab al-Ra’yi

di Irak dan Ashab al-Hadits di Hijaz.68

Sudah menjadi maklum bahwa Baghdad pada waktu itu merupakan

pusat ilmu pengetahuan, baik dari Barat maupun dari Timur. Setelah sampai

di Kufah salah satu kota di Irak, Syafi’i menemui sahabat sekaligus murid

Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hassan al-Syaibani. Abu

Hanifah dan kedua muridnya tersebutterkenal dengan tokoh al-Ra’yi karena

banyak menggunakan akal/rasio dalam penetapan hukum.

Pada awal karirnya dalam keilmuan, Syafi’i tampil sebagai tokoh ahl

al-Hadits, khususnya Madzhab Maliki yang didalaminya selama tinggal di

Madinah.Aliran inilah yang dipraktekkannya dalam menangani tugas-

tugasnya selama bekerja sebagai pejabat di Yaman.Aliran ini pula yang

68 Huzaimah, Pengantar., 121-123.
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dibawa dan dipertahankannya dalam berbagai diskusi dengan Muhammad ibn

Hassan al-Syaibani salah seorang murid Abu Hanifah yang berlangsung di

Baghdad. Akan tetapi dari pengalaman bekerja dilapangan dan dari diskusi

dengan tokoh aliran yang berbeda itu, tentu ia memperoleh banyak masukan

yang bermanfaat untuk memperluas wawasan keilmuannya.

Pada tahap inilah, Imam Syafi’i mulai merintis jalan ke arah

pembentukan Madzhab sendiri, suatu madzhab fiqh baru yang nanti

diperkenalkannya di Baghdad dan akhirnya mendapatkan wujud yang lebih

sempurna setelah dikembangkannya di Mesir.

Ahmad Nahrawi Abd. Al-Salam membagi sejarah pertumbuhan dan

perkembangan madzhab Syafi’i kepada empat periode, yaitu: pertama;

periode persiapan (thaur al-I’dad wa al-takwin). Periode ini dimulai

semenjak meninggalnya Imam Maliki tahun 179 H samapi Imam Syafi’i

datang ke Baghdad untuk yang kedua kalinya pada tahun 195 H. Kedua;

periode pertumbuhan dengan lahirnya madzhab al-qadim (thaur al-dzuhur wa

al-numuw li madzhahib al-qadim). Periode ini dimulai semenjak kedatangan

Imam Syafi’i ke Bghdad untuk yang kedua kalinya pada tahun 15 H sampai

kedatangan beliau di Mesir pada 199 H. Ketiga; periode kematangan dan

kesempurnaan pada madzhab al-jadid (thaur al nadhj wa al-takamul li

madzhahib al-jadid). Periode ini dimulai semenjak kedatagan Imam Syafi’i

ke Mesir tahun 199 H sampai beliau wafat tahun 204 H. Keempat; periode

pengembangan dan pengayaan (thaur al-takhrij wa al-tazyil). Periode ini
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dimulai semenjak wafatnya Imam Syafi’i tahun 204 H sampai pertengahan

abad ke 15 H.

Sejak awal munculnya hingga kini mazhab Syafi’i merupakan mazhab

dominan di Mesir, karena mesir merupakan tempat terakhir sang imam

menyebarkan mazhabnya secara intensif dan diteruskan oleh muridnya.

Terlebih lagi pada masa kekuasaan Salahuddin al-Ayyubi yang terkenal

sebagai penganut fanatik, mazhab ini mendapat kesempatan besar untuk

berkembang setelah masa suram di tangan penguasa Mesir sebelumnya,

Daulah Fatimiyah.Mazhab ini yang kemudian dijadikan mazhab penguasa

oleh Daulah Mamluk yang seluruh sultannya bermazhab Syafi’i.

Untuk Kawasan Nusantara dan Timur Tengah Jauh, seperti Indonesia

di Asia Tenggara dan daerah Asia Timur lainnya, mazhab Syafi’i tersebar

berbarengan dengan tersebarnya Islam di kawasan ini yang disebabkan oleh

adanya kegiatan perdagangan antara penduduk setempat dan para saudagar

dari Jazirah Arabia dan India yang pada waktu itu sudah bermazhab Syafi’i.69

2. Dasar Hukum Yang Dipakai Madzhab Syafi’i

Sebagai sebuah madzhab landasan hukum dan cara istinbat hukumnya

tentu tidak dapat lepas dari imam madzhab selaku mujtahid mustaqil yang

mencetuskan teori ushul dalam madzhabnya. Dalam madzhab syafii tentu

tidak terlepas dari pemikiran Imam Syafii. Sedangkan fiqh Imam Syafi’i atau

lebih tepatnya ushul fiqhnya berpusat pada empat sumber : al-Kitab, Sunnah,

Ijma’ dan Qiyas, maka hirarki sumber hukum tersebut menunjukkan urutan

69 Fakhruddin, Sejarah., 126-129.
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prioritas. Artinya sumber hukum yang muncul belakangan senantiasa

bersandar kepada sumber yang mendahuluinya.70

a) Al-Qur’an

Beliau mengambil dengan makna (arti) yang lahir kecuali jika didapati

alasan yang menunjukkan bukan arti yang lahir itu, yang harus dipakai atau

dituruti.

b) As-Sunnah

Beliau mengambil Sunnah tidaklah mewajibkan yang mutawatir saja,

tetapi yang Ahad pun diambil dan dipergunakan pula untuk menjadi dalil,

asal telah mencukupi syarat-syaratnya, yakni selama perowi Hadits itu orang

kepercayaan, kuat ingatan dan bersambung langsung sampai kepada Nabi

SAW.71

Imam Syafi’i memandang kedudukan hadis sebagai penjelas dari nash

al-Qur’an. Karenanya, beliau lebih sering memakai hadis. Imam Syafi’i

pernah berkata :“barang siapa yang menuntut ilmu pengetahuan dengan

tidak ada alasan dari hadis nabi, seperti seorang yang buta pada malam

hari, ia membawa seberkas kayu dan didalamnya terdapat seekor ular

berbisa yang akan memanggutnya, padahal ia tidak mengetahuainya.”72

70 Nasr Hamid Abu Zayd, Imam Syafi’i Moderatisme Eklektisisme Arabisme, (Yogyakarta : Lkis
Yogyakarta, 1997), 5.
71 Ali Hasan, Perbandingan., 211.
72 Hilaluddin MS, Riwayat Ulama Besar Imam Syafi’i, (Surabaya : Apollo1996), 65.
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Sedangkan hubungannya Sunnah dengan al-Qur’an dari segi hukum

yang datang di dalamnya, maka tidaklah melebihi salah satu diantara tiga hal

berikut ini:

1. Ada kalanya al-Sunnah itu menetapkan atau mengukuhkan hukum

yang telah ada dalam al-Qur’an. Jadi hukum itu mempunyai dua

sumber dan terhadapnya terdapat dua dalil, yakni dalil yang telah

ditetapkan dari ayat-ayat al-Qur’an dan dalil yang dikuatkan dari

sunnah Rasul SAW.

2. Adakalanya al-Sunnah itu merinci, menafsiri hal-hal yang telah

datangdidalam al-Qur’an secara global, atau membatasi hal-hal yang

datang didalam alQur’an secara mutlak, atau mentakhsis hal-hal yang

terdapat didalam al-Qur’an secara umum.

3. Adakalanya al-sunnah itu menetapkan dan membentuk hukum yang

tidak terdapat dalam al-Qur’an. Jadi hukum ini ditetapkan oleh

sunnah, dan nash al-Qur’an tidak menunjukkan padanya.73

c) Ijmak

Ijma’ menurut Imam Syafi’i adalah kesepakatan para mujtahid disuatu

masa yang apabila benar-benar terjadi adalah mengikat kaum muslimin.Oleh

karena ijma’ baru mengikat bilamana disepakati seluruh mujtahid pada suatu

masa, maka Imam Syafi’i dengan gigih menolak ijma’ penduduk Madinah

73 Abdul Wahhab, Kaidah., 53-55.
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(amal ahl al-madinah), karena penduduk madinah hanya sebagian kecil dari

ulama’ mujtahid pada masa itu.74

Disamping itu beliau berpendapat dan meyakini bahwa kemungkinan

Ijmak dan persesuaian paham bagi segenap Ulama’ itu, tidak mungkin karena

berjauhan tempat tinggal dan sukar berkomunkasi.Imam Syafi’i masih

mendahulukan Hadits Ahad dari pada Ijmak yang bersendikan Ijtihad kecuali

kalau ada keterangan bahwa Ijmak itu bersendikan Naqal dan diriwayatkan

dari orang ramai hingga sampai kepada Rasulullah.75

d) Qiyas

Imam Syafi’i memakai Qiyas apabila dalam ketiga dasar hukum diatas

tidak tercantum, juga dalam keadaan memaksa.Hukum Qiyas yang terpaksa

diadakan itu hanya mengenai keduniaan atau muamalah karena segala sesuatu

yang berhubungan dengan urusan ibadah telah cukup sempurna tercantum

dalam al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah.Untuk itu beliau dengan tegas

berkata “tidak ada Qiyas dalam hukum ibadah”.Beliau tidak terburu-buru

menjatuhkan hukum secara Qiyas sebelum lebih dalam menyelidiki tentang

dapat atau tidaknya hukum itu dipergunakan.76

Qiyas merupakan metode utama yang digunakan Imam Syafi’i dalam

berijtihad.Beliau membuat kaidah-kaidah yang harus dipegangi dalam

menentukan mana ar-ra’yu yang shahih dan mana yang tidak shahih.Beliau

membuat kriteria-kriteria bagi istinbat-istinbat yang salah yang salah.Beliau

74 Hasbi Ash Shiddieqi, Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab, (Semarang : PT Pustaka Rizki
Putra, 1997), 239.
75 Ali Hasan, Perbandingan., 212.
76Ibid., 212.
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menentukan batas-batas qiyas, martabat-martabatnya dan kekuatan hukum

yang ditetapkan dengan qiyas.Juga diterangkan syarat-syarat yang harus

dipenuhi dalam qiyas. Setelah itu diterangkan pula perbedaan-perbedaan

antara qiyas dengan macam-macam istinbat yang lain selain qiyas.77

77 Hasbi ash shiddieqy, pokok., 259.
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BAB IV

PANDANGAN MADZHAB HANAFI DAN SYAFI’I

TENTANG PERUBAHANBENDA WAKAF

A. Paparan dan Analisis Data

1. Pandangan Madzhab Hanafi Tentang Perubahan Benda Wakaf

Pada sub bab ini penulis akan memaparkan pendapat madzhab

Hanafimengenai perubahan benda wakaf. Dalam hal ini penulis hanya

mengutarakan pendapat ulama Hanafiyah yang termaktub dalam kitab yang

biasa menjadi sumber rujukan oleh penganut madzhab Hanafi, yaitu Radd Al-

Mukhtar ‘ala Al-Durr Al-Mukhtar karya Ibn Abidin, Syarh Fathul Qadir

karya Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahid As-Saiwasi dan Al-Hidayah

Syarh Al-Bidayah karya Abu Al-Hasan Ali bin Abi Bakar bin Abdul Jalil Al-

Rusydani Al-Margiyani.

Dalam madzhab Hanafi benda wakaf adalah barang yang harus tetap

dilestarikan dam tidak boleh dijual.Hal ini dikarenakan ketika seseorang telah

mewakafkan barangnya maka hak kepemilikan telah hilang dari tanggannya,

dan barang tersebut telah menjadi murni hanya untuk Allah.Seperti halnya

apabila seseorang yang telah mewakafkan tanahnya untuk masjid maka ia

sudah tidak berhak atas tanah tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh

Al-Margiyani dalam al-Hidayah Syarah al-Bidayah:

57
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نْ عَ دٌ رُّ تجََ هُ نَّ لأَِ هُ نْ عَ ثُ رَ وْ ي ـُلاَ وَ هُ عَ ي ـْبِ يَ لاَ وَ هِ يْ فِ عَ جِ رْ ي ـَنْ أَ هُ لَ نْ كُ يَ ا لمَْ دً جِ سْ مَ هُ ضَ رْ أَ ذَ تخََّ اِ نْ مَ وَ الَ قَ 

ِ صً الِ خَ ارَ صَ وَ ادِ بَ عِ الْ قِّ حَ  ٧٨.ا 

Orang yang menjadikan tanahnya sebagai masjid maka tidak boleh

baginya menarik kembali tanah tersebut dan tidak boleh menjual,

mewariskannya karena sudah lepas dari kepemilikan hamba dan murni

menjadi milik Allah.

Keterangan yang disampaikan olehAl-Margiyani di atas menunjukkan

bahwa dalam konsep dasar per-wakafan dalam madzhab Hanafi barang wakaf

tidak boleh dijual, ditarik kembali, dan diwariskan dengan alasan benda

tersebut telah lepas dari hak manusia.Tetapi lebih lanjut para ulama madzhab

Hanafi mengembangkan hukum terkait wakaf jika dihadapkan pada situasi

dan kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi pemanfaatan harta wakaf

sendiri. Dalam hal ini, Ibn Abidin menjelaskan setidaknya ada tiga kondisi

yang akan menjadi mempengaruhi pemanfaatan barang wakaf dan akan

menentukan boleh dan tidaknya melakukan istibdal. 3 keadaan tersebut

adalah:

هِ يرِْ غَ وَ هِ سِ فْ ن ـَلِ وْ أَ هِ يرِْ غَ لِ وْ أَ هِ سِ فْ ن ـَلِ فُ اقِ وَ الْ هُ طَ رَ شْ يَ نْ أَ لُ وَّ الأَ هٍ وْ جُ وُ ةِ ثَ لاَ ثَ ى لَ عَ الَ دَ بْ تِ سْ الاِْ نَّ أَ مْ لَ عْ اِ 

وْ أَ هِ مِ دَ عَ طَ رْ شَ اءٌ وَ سَ طَ رِّ شَ يُ لاَ نْ أَ انيِ الثَّ ا وَ اقً فَ تِّ اِ لَ يْ قِ وَ حِ يْ حِ ى الصَّ لَ عَ زٌ ائِ جَ هِ يْ فِ الُ دَ بْ تِ سْ الاِْ فَ 

وَ هُ ف ـَهِ تِ نَ ؤْ ي بمُِ فِ يَ لاَ وْ أَ لاً صْ أَ ءٌ يْ شَ هُ نْ مِ لَ صُ يحَْ لاَ نْ أَ بِ ةِ يَ لِّ كُ الْ بِ هِ بِ عُ فِ تَ نْ ي ـَلاَ ثُ يْ بحَِ ارَ صَ نْ كِ لَ ت ـَكَ سَ 

78 Al-Margiyani, Al-Hidayah Syarah al-Bidayah, Vol 3, (tt, Maktabah al-Islamiyah, t,th), 20.
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ا ضً يْ أَ هُ طَ رّ شَ يُ لاَ نْ أَ ثُ الِ الثَّ وَ هِ يْ فِ ةَ حَ لَ صْ مَ الْ هِ يِ أْ رَ ي وَ اضِ قَ الْ نِ ذْ إِ بِ انَ ا كَ ذَ إِ حِّ صَ ى الأَْ لَ عَ زٌ ائِ جَ اضً يْ أَ 

حِّ صَ الأَْ ى لَ عَ هُ الُ دَ بْ تِ سْ اِ زُ وْ يجَُ ا لاَ ذَ هَ ا وَ عً فْ ن ـَا وَ عً ي ـْرَ هُ نْ مِ رٌ ي ـْخَ هُ لُ دْ بَ وَ ةِ لَ مْ الجُْ فيِ عٌ فْ ن ـَهِ يْ فِ نْ كِ لَ وَ 

٧٩ارِ تَ خْ المُ 

Ketahuilah bahwa perubahan benda wakaf ada 3 cara, pertama wakif
mensyaratkanperubahanwakaf untuk dirinya sendiri atau orang lain
atau dirinya sendiri atau orang lain, maka hukumnya boleh menurut
qoul shahih dan dikatakan juga kesepakatan ulama’. Kedua  wakif
tidak mensyaratkan baik mensyratkan tidak boleh melakukan tukar
guling atau diam saja tetapi apabila benda wakaf tidak bermanfaat
secara keseluruhan dengan tidak menghasilkan sesuatu maka boleh
menurut asah jika dengan izin hakim dan ada maslahat. Ketiga wakif
tidak mensyaratkan tetapi ada manfaat dan gantinya lebih baik dari
segi hasil dan manfaatnya maka tidak boleh melakukan istibdal
menurut Ashah mukhtar.

Dari keterangan yang disampaikan oleh Ibn Abidin dapat ditarik

kesimpulan bahwa:

1. Apabila seorang wakif mensyaratkan kepada dirinya atau pada orang

lain untuk menukar harta wakaf maka istibdal hukumnya adalah boleh.

Dalam kondisi yang pertama ini istibdal bersifat mutlak dalam arti tidak

bergantung pada apakah barang wakaf masih bisa dimanfaatkan atau

tidak.

2. Apabila seorang wakif tidak mensyaratkan kebolehan menjual atau

mengganti harta wakaf baik kepada dirinya atau orang lain, tetapi harta

wakaf sudah tidak dapat dimanfaatkan secara total sekiranya harta

79 Ibn Abidin, Hasyiyah Radd al-Mukhtar ala al-Dar al-Mukhtar, Vol 4(Bairut : Dar al-Fikr,
2000), 384.
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wakaf sudah tidak menghasilkan apapun, maka istibdal harta wakaf

diperbolehkan dengan catatan memperoleh idzin dari seorang hakim.

3. Apabila seorang wakif tidak mensyaratkan kebolehan menjual atau

istibdal harta wakaf tetapi harta wakaf secara global masih dapat

dimanfaat, meskipun tidak maksimal tetapi barang yang akan ditukar

itu lebih baik dan lebih memiliki banyak manfaat dan hasilnya. Maka

istibdal tidak boleh.

Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ibn Abidin bahwa apabila

wakif mensyaratkan istibdal maka hukum istibdal menjadi boleh menurut

qaulashoh.Ini mengindikasikan dalam madzhab Hanafi hal ini masih menjadi

perdebatan dan ada pendapat yang mengatakan wakafnya sah tetapi syaratnya

batal, dalam arti tidak dapat dilaksanakan.Pendapat ini diusung oleh

Muhammad.Sebagaimana yang dikutip oleh Al-Margiyanidalam al-Bidayah

syarah al-hidayah sebagai berikut:

دَ نْ عِ وَ فَ سُ وْ ي ـُبيِ أَ دَ نْ عِ زٌ ائِ جَ وَ هُ ف ـَكَ لِ ذَ اءَ ا شَ ذَ ى إِ رَ خْ ا أُ ضً رْ أَ هِ بِ لَ دِ بْ تَ سْ يَ نْ أَ فُ اقِ وَ الْ طَ رَّ شَ وْ لَ وَ 

٨٠.لٌ اطِ بَ طُ رْ الشَّ وَ زٌ ائِ جَ فُ قْ وَ الْ اللهُ هُ حمَِ رَ دٍ مَّ محَُ 

Jika wakif mensyaratkan perubahan tanah wakaf dengan tanah lain

jika wakif berkehendak maka boleh menurut Abu Yusuf dan

Muhammad, wakafnya diperbolehkan sedangkan syaratnya batal.

80 Al-Margiyani, Al-Hidayah.,18.
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Keterangan yang senada juga disampaikan oleh As-Saiwasi dalam

kitab fathul qadir dengan mengutip pendapat Qadikhani sebagai berikut:

نَّ لأَِ فَ قْ وَ الْ لُ طُ بْ ي ـَلاَ طٌ رْ ا شَ ذَ هَ نَّ لأَِ حُ يْ حِ الصَّ وَ هُ فَ سُ وْ ي ـُبيِ أَ وَ لٍ لاَ هِ لِ وْ ق ـَانِ يخَ اضِ ي قَ اوَ تَ ف ـَفيِ وَ 

٨١ضٍ رْ أَ لىَ اِ ضٍ رْ أَ نْ مِ الُ قَ تِ نْ الاِْ لُ بَ قْ ي ـَفَ قْ وَ الْ 

Dan dalam fatwa Qhodikhoni pendapatnya Hilal dan Abu Yusuf

itu benar karena syarat tidak membatalkan wakaf karena wakaf

dapat dipindahkan ke tanah yang lain.

Sesuai dengan keterangan diatas bahwa ulama’ mazhab Hanafi

berpendapat istibdal benda wakaf diperbolehkan apabila ada syarat dari

wakif, wakaf dan syaratnya tetap sah. Ini merupakan pendapat

Qhodikhoni,Hilal dan Abu Yusuf dan menurut mereka ini adalah pendapat

yang benar. Argumentasi yang mereka gunakan bahwa kebolehan istibdal ini

karena tanah wakaf dapat dipindahkan dengan tanah yang lain. Dasar yang

memperkuat pendapat ini adalah dalam fatwa Qhodikhoni bahwasanya

ulama’ mazhab Hanafi sepakat jika wakif mensyaratkan istibdalmaka syarat

dan wakafnya dianggap sah. Hal ini tertera dalam kitab Syarh Fathul Qadir

yaitu :

81 As-Syaiwasi, Syarh fathul Qadir, Vol 6 (Bairut : Dar al-Fikr, t.th), 228.
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فُ قْ وَ الْ وَ طُ رْ الشَّ حُّ صِ يَ هِ سِ فْ ن ـَلِ الَ دَ بْ تِ سْ الاِْ طَ رَّ ا شَ ذَ إِ فَ اقِ وَ الْ نَّ ا أَ وْ عُ جمَْ أَ انِ خَ يْ اضِ ى قَ اوَ تَ ف ـَفيِ وَ 

الَ دَ بْ تِ سْ الاِْ كُ لِ يمَْ وَ 

Dalam beberapa fatwa Qhadikhoni ulama’ sepakat bahwa jika wakif

mensyaratkan istibdal untuk dirinya maka syarat dan wakafnya sah

serta boleh istibdal.

Sebagai sebuah produk hukum kebolehan istibdal harta wakaf tentu

tidak berangkat dari ruang kosong.Adapun istinbath hukum dalam

mencetuskan hukum istibdal harta wakaf ini berdasarkan istihsan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh As-Saiwasi dalam Fathul Qadir:

فَ سُ وْ ي ـُبيِ أَ دَ نْ عِ زٌ ائِ جَ وَ هُ ف ـَهُ انَ كَ ا مَ فً ق ـْوَ نُ وْ كُ ى تَ رَ خْ ا أُ ضً رْ ا أَ َِ لَ دِ بْ تَ سْ يَ نْ أَ طَ رَّ شَ وْ لَ وَ هُ لُ وْ ق ـَ

٨٢انٌ سَ حْ تِ سْ اِ وَ هُ وَ افِ صَّ الخَْ وَ لٍ لاَ هِ وَ 

Perkataan Mushonnif jika mensyaratkan tukar guling dengan tanah

lain sebagai pengganti wakaf yang asal maka boleh menurut Abu

Yusuf dan Hilal dan Khassaf dan itu istihsan.

Dari uraian yang telah disampaikan di atas, dapat ditarik kesimpulan

dalam madzhab Hanafi kebolehan melakukan istibdal harta wakaf apabila

seorang wakif mensyaratkan bolehnya menjual harta wakaf tersebut, karena

hal itu merupakan istihsan, pendapat ini diusung oleh mayoritas tokoh

madzhab Hanafi yaitu Abu Yusuf, Hilal, Qhodikhon dan Ibn Abidin serta

82Ibid.,227.
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menurut Qhodikhon ini telah disepakati oleh ulama’ mazhab Hanafi.

Sedangkan yang berpendapat bahwa wakafnya sah dan syaratnya batal adalah

Muhammad.Dan apabila wakif tidak mensyaratkan istibdal maka hanya boleh

ditukar guling jika memang barang tersebut tidak dimanfaatkan secara total

dengan syarat harus mendapatkan idzin dari hakim karena adanya

kemaslahatan.

2. Pandangan Madzhab Syafi’i Tentang Perubahan Benda Wakaf

Pada sub bab ini penulis akan memaparkan pendapat madzhab Syafi’i

mengenai perubahan benda wakaf. Dalam hal ini penulis hanya mengutarakan

pendapat ulama Syafiiyah yang termaktub dalam kitab yang biasa menjadi

sumber rujukan oleh penganut madzhab Syafi’i, yaitu Majmu’ Syarah al-

Muhadzzab karya al-Nawawi, Tuhfat al-Muhtajfi Syarh al-Minhajkarya Ibn

Hajar al-Haitami, dan Asnal Mathalibfi Syarh Raoud at-Tholibkarya Zakaria

al-Anshari.

Dalam madzhab Syafi’i benda wakaf merupakan benda yang harus

dipelihara dan tidak boleh dijual.Secara tegas kalangan Syafiiyah melarang

adanya penjualan barang wakaf.Sebagaimana yang dituturkan oleh al-

Nawawi dalam karyanya majmu’syarh al-muhadzzab.
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٨٣رُ مَ عُ نُ ي ابْ وَ ا رَ مَ لِ فَ قْ وَ الْ عُ يْ ب ـَزُ وْ يجَُ لاَ وَ 

Tidak boleh menjual benda wakaf karena hadist yang diriwayatkan

Ibn Umar.

Keterangan yang disampaikan oleh al-Nawawi di atas merupakan

hukum dasar mengenai penjualan harta wakaf.Seluruh fuqaha’ Syafiiyah

sepakat bahwa dalam kondisi yang normal harta wakaf tidak boleh dijual,

baik digunakan untuk hal yang lebih maslahah atau tidak sebagaiamana

aturan yang terdapat dalam hadis Ibn Umar di atas.

Lebih lanjut, al-Haitami yang juga merupakan fuqaha generasi setelah

al-Nawawi dalam karyanya menyebutkan bahwa ada kondisi dimana harta

wakaf tersebut boleh dilakukan perubahan.Ia menyebutkan:

ارِ سَ كِ نْ ي الإِْ لَ عَ تْ فَ رَ شْ أَ وْ أَ تْ رَ سَ كَ نْ ا إِ ذَ إِ هُ وعُ ذُ جُ وَ تْ يَ لِ ا بَ ذَ إِ دِ جِ سْ مَ الْ رِ صْ حَ عِ يْ ب ـَازُ وَ جَ حُّ صَ الاَْ وَ 

نْ مِ لىَ وْ أَ فِ قْ وَ ى الْ لَ عَ ودُ عُ ا ي ـَهَ نِ ثمََ نْ مِ يرٍ سِ يَ يلُ صِ حْ تَ , ف ـَعَ يْ ضِ تَ لاّ ئَ لِ اقِ رَ حْ لإِْ لِ لاَّ إِ حْ لُ صْ تَ لمَْ وَ 

لمَْ نْ اِ دِ جِ سْ مَ الْ حِ الِ صَ مَ ا لِ هَ ن ـُثمََ فُ رَّ صَ يُ وَ تْ ارَ ا صَ هَ نَّـ لأَِ فِ قْ وَ الْ عِ يْ ب ـَنْ مِ تُ يْ ن ـَث ـْتَ اسْ ا, وَ هَ اعِ يَ ضِ 

٨٤هِ بِ عٍ وْ ذُ جُ وْ أَ يرٍْ صِ حَ اءُ رَ شِ نْ كِ يمُْ 

Menurut qoul ashah boleh menjual tikar masjid jika sudah rusak  dan
tiang (kayu) masjid jika pecah atau hampir pecah dan tidak layak
kecuali dibakar agar tidak sia-sia, hasil yang sedikit dari harganya
lebih utama dikembalikan pada wakaf dari pada menyia-
nyiakannya,aku mengecualikan menjual wakaf karena bisa
(bermanfaat) dan hasil dari penjualan digunakan untuk kemaslahatan
masjid jika tidak mungkin dibuar membeli tikar kembali.

83 Al-Nawawi, majmu’ syarah al-muhadzzab, vol 9, (Bairut : Dar al-Fikr, 1997), 232.
84 Al-Haitami, Tuhfah al Muhtaj fi Syarh al-Minhaj, (Bairut : Dar al-Kutub al-Alamiyah, 2010),
215.
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Keterangan yang disampaikan al-Haitami di atas menunjukkan bahwa

tikar yang sudah rusak sekiranya tidak dapat dimanfaatkan lagi dan tidak

layak pakai maka boleh dijual.Hal ini dimaksudkan agar barang wakaf tidak

tersia-sia.Tetapi yang perlu kita perhatikan al-Haitami menyebutkan bahwa

“penjualan tikar yang rusak” tidak termasuk menjual barang wakaf, karena

barang wakaf yang tidak dapat dimanfaatkan seperti halnya tidak ada.

Pernyataan al-Haitami di atas semakin menguatkan bahwa dalam

madzhab Syafi’i harta wakaf pada dasarnya memang tidak boleh

dirubah.Tetapi pernyataan tersebut juga memberikan sebuah hipotesis bahwa

apabila harta wakaf tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan dijual untuk

membeli gantinya maka boleh dijual.

Lebih lanjut al-Haitami menegaskan jika barang wakaf masih ada

kemungkinan untuk dimanfaatkan maka tidak boleh dijual. Dan seorang

hakim sebagai penentu hukum harus berijtihad untuk menentukan barang

tersebut akan dimanfaatkan pada tujuan yang paling dekat dengan maksud

wakif. Berikut keterangannya:
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دُ هِ تَ يجَْ لْ ا بَ عً طْ قَ اعُ بَ ت ـُلاَ فَ احٍ وَ لْ اَ وُ نحَْ هُ نْ مِ ذَ خِ تَّ ي ـَنْ اَ نَ كَ مْ ا اَ ذَ ا اِ الخ مَ حْ لُ صْ تَ لمَْ وَ هِ لِ وْ قَ بِ جَ رَ خَ وَ 

٨٥.فِ اقِ وَ الْ ودِ صُ قْ مَ لِ بُ رَ ق ـْأَ وَ ا هُ يمَ فِ هُ لُ مِ عْ ت ـَسْ يَ وَ مُ اكِ الحَ 

Keluar dari perkataan mushonnif tidak pantas seterusnya jika

dimungkinkan dibuat seperti papan  Maka tidak boleh dijual dengan

pasti bahkan hakim harus berijtihad dan menggunakannya pada yang

paling mendekati  tujuan wakif.

Aturan mengenai larangan penjualan harta wakaf kecuali jika tidak

bisa dimanfaatkan lagi ini juga berlaku pada barang yang bergerak seperti

tanah.Apabila sebidang tanah diwakafkan untuk dibuat masjid sebagai tempat

ibadah lantas setelah dibangun masjid tersebut runtuh, dan sulit untuk

merenovasinya, tanah tersebut tetap tidak boleh dijual.Hal ini disebabkan

sebidang tanah tersebut masih dimungkinkan digunakan sebagai tempat

ibadah. Sebagaimana keterangan al-Haitami sebagai berikut:

٨٦.هِ ضِ رْ اَ فيِ ةِ لاَ الصَّ بِ الاً حَ اعِ فَ تِ نْ الإِْ انِ كَ مْ لإِِ الٍ بحَِ عْ نتبِ لمَْ هُ تُ ادَ عَ إِ تْ رَ ذَّ عَ ت ـَوَ دٌ جِ سْ مَ مَ دَ هَ ن ـْاِ وْ لَ وَ 

jika masjid roboh dan sulit mengembalikan (seperti asalnya) maka

tidak boleh langsung dijual karena tetap bisa dimanfaatkan dengan

cara shalat diatas tanahnya.

85Ibid., 215.
86Ibid., 215.
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Lebih lanjut, al-Anshari memberikan keterangan yang sangat logis

untuk membedakan antara kebolehan menjual tikar masjid yang sudah rusak

dan tidak boleh menjual pohon wakaf yang telah tidak ada manfaatnya.

Berikut keterangannya:

تُ لْ ا ق ـُهَ وِ نحَْ وَ ةِ فَ وْ ق ـُوْ مَ الْ دِ جِ سْ مَ الْ رِ صْ حَ ازِ وَ جَ ينَْ ب ـَوَ عِ فْ النـَّ ةِ مَ ادِ عَ الْ ةِ رَ جَ الشَّ عِ يْ ب ـَاعِ نَ تِ مْ إِ ينَْ ب ـَقَ رْ ا ف ـَمَ 

فِ لاَ ا بخِِ هَ نِ يْ عَ ابِ هَ ذِ بِ لاَّ ا إِ َِ اعُ فَ تِ نْ الإِْ نُ كِ يمُْ لاَ تْ يَ لِ ا بَ ذَ إَ دِ جِ سْ مَ الْ رَ صْ حَ نَّ ا أَ مَ هُ ن ـَي ـْب ـَقُ رْ فَ الْ 

٨٧ا.هَ ن ـْمِ دِ وْ صُ قْ مَ الْ نىَ عْ مَ الْ يرِْ غَ ا فيِ هَ نِ يْ عَ اءِ قَ ب ـَعَ ا مَ َِ اعُ فَ تِ نُ الإِْ نُ كِ يمُْ هُ نَّ إِ فَ عِ فْ النـَّ ةِ مَ ادِ عَ الْ ةِ رَ جَ الشَّ 

Apa perbedaan antara tidak boleh menjual pohon yang tidak
bermanfaat dengan bolehnya menjual tikar masjid yang diwakafkan
dan sejenisnya, aku berkata perbedaanya adalah bahwa tikar masjid
apabila sudah rusak maka tidak mungkin dimanfaatkan lagi kecuali
menghilangkan barangnya berbeda dengan pohon yang tidak
bermanfaat masih bisa dimanfaatkan dengan tetap barangnya diselain
tujuan yang dimaksudkan (wakif).

Dari beberapa keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa

dalam madzhab Syafi’i tidak boleh istibdal harta wakaf sepanjang harta

tersebut masih dapat dimanfaatkan.Adapun kebolehan istibdal tersebut dapat

dikategorikan dalam keadaan darurat agar barang wakaf tidak tersia-sia.

3. Komparasi Madzhab Hanafi dan Syafi’i Tentang Perubahan Benda

Wakaf

Madzhab Syafi’i berpendapat bahwa perubahan harta wakaf adalah

tidak diperbolehkan.Bahkan seandainya tanah yang diwakafkan untuk masjid

setelah dibangun masjid ditinggal penduduknya atau masjid itu roboh dan

sulit untuk direnovasi tetap tidak boleh ditukar guling.Madzhab Syafi’i

87 Zakaria al-Anshori, Asnal matholib fi syarh raoud at-tholib, (Bairut : Dar al-Khutub al-
Alamiyah, 2000), 475.
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cenderung saklek dalam memegang aturan wakaf.Hal ini dikarenakan mereka

sangat menjaga tujuan wakif agar pahala tetap mengalir kepada wakif.

Kesaklekan madzhab Syafi’i juga Nampak dari pendapat yang

dikemukakan oleh al-Haitami dalam Tuhfah Al-Muhtaj yang menyatakan

apabila barang wakaf rusak tetapi masih bisa dimanfaatkan maka tidak boleh

dilakukan perubahan dan seorang hakim harus melaksanakan ijtihad untuk

menggunakan barang wakaf yang sudah rusak tersebut pada maksud yang

lebih dengan dengan tujuan wakif.

Lebih lanjut, para madzhab Syafi’i memberi celah kebolehan

melakukan menjual harta wakaf jika memang tidak bisa dimanfaatkan dan

tidak layak dipakai kecuali dihilangkan bentuknya.Sebenarnya dalam hal ini

mereka bukan menyampaikan bahwa harta wakaf boleh ditukar guling, tetapi

hal ini merupakan solusi agar harta wakaf tersebut tidak tersia-sia tidak ada

fungsinya.

Kebolehan penjualan harta wakaf yang sudah tidak dapat

dimanfaatkan sama sekali lebih tepat jika disebut sebagai solusi terakhir

dalam madzhab Syafi’i. Hal ini juga sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang

dikemukakan oleh salah satu tokoh mazhab Syafi’ yaitu al-Suyuthi yang

berbunyi:
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٨٨ا.مَ هِ فِّ خَ اَ ابِ كَ تِ إرْ بِ ارً رَ ا ضِ هَ مُ ظَ عْ اَ يَ عِ رُ انِ تَ دَ سَ المفْ ضَ ارَ عَ ا ت ـَذَ إِ 

Apabila terdapat dua kerusakan yang bertentangan maka dilihat

dampaknya yang lebih besar dengan melakukan kerusakan yang

lebih ringan.

Kaidah di atas merupakan kaidah cabang dari kaidah یزالالضرار

(kedaruratan harus dihilangakan). Adapun maksud dari kaidah di atas adalah

apabila dihadapkan pada dua kemafasadatan dan tidak mungkin dihindari

maka yang harus dilakukan adalah melakukan kemafsadatan yang lebih

ringan.Hal ini disebabkan syari’ dalam memelihara perkara yang dilarang

lebih kuat daripada memelihara hal yang diperintahkan. Hal ini tercermin dari

sabda Rasulullah:

٨٩.وهُ بُ نِ تَ اجْ فَ ئٍ يْ شَ نْ عَ مْ كُ تُ يْ هَ ا ن ـَذَ إِ , وَ مْ تُ عْ طَ تَ ا اسْ مَ هُ نْ وا مِ تُ أْ فَ رٍ مْ أَ بِ مْ كُ تُ رْ مَ ا أَ ذَ إِ 

Jika aku memerintahkan suatu perkara maka lakukanlah semampu

kalian dan jika aku melarang suatu perkara maka jauhilah.

Dalam konteks kebolehan merubah benda wakaf dalam madzhab

Syafi’i apabila dihadapkan pada kemafsadatan yang tidak mungkin dihindari.

Apabila harta wakaf sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi maka akan terjadi

mafsadah yang berupa kesia-siaan. Sedangkan menjual harta wakaf tidak

diperbolehkan berdasarkan khobar dari Ibn Umar.Dengan demikian, menjual

88 Al-Suyuthi, Al-Asybah wa Nadhoir, (Surabaya: Haramain, t.t), 64.
89Ibid., 64.
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barang wakaf lebih kecil mafsadahnya ketimbang barang wakaf tersia-sia dan

tidak bermanfaat lagi.

Mencermati lebih lanjut terkait kaidah di atas nampak jelas jika

kebolehan merubah harta wakaf bukan merupakan suatu kebolehan.Tetapi

sebagai sebuah alternatif untuk menghindari terjadinya mafsadah yang lebih

besar dengan melakukan mafsadah yang lebih ringan.Jadi, melakukan

mafsadah dalam rangka menghindari terjadinya mafsadah.

Dengan demikian, menjual harta wakaf merupakan alternatif agar

barang wakaf tetap dapat bermanfaat dan wakif tetap mendapat aliran pahala

atas wakafnya. Sebab sepanjang harta wakaf digunakan maka wakif akan

mendapat pahala. Adapun kaitannya dengan wakif mensyaratkan kebolehan

istibdal harta wakaf, dalam madzhab Syafi’i syarat tersebut tidak dapat

dibenarkan bahkan wakafnya menjadi batal.90

Dalam madzhab Hanafi pada dasarnya juga memiliki ketentuan yang

sama dengan madzhab Syafi’i. Mereka secara tegas menolak kebolehan

menjual harta wakaf dengan alasan harta wakaf sudah berpindah milik,

sehingga harta wakaf tidak bisa ditarik kembali, dijual ataupun

diwariskan.Tetapi lebih lanjut para ulama Hanafiyah memperinci aturan

istibdal wakaf dalam beberapa ketentuan.

90 Zakaria,Asnal mathalib., 464.
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Pertama, Kebolehan mengganti tanah wakaf jika memang si wakif

mensyaratkannya.Dalam perspektif madzhab Hanafi syarat istibdal dari wakif

tergolong dalam istihsan oleh karena itu syarat tersebut tetap dilestarikan. Hal

ini juga sejalan dengan kaidah fiqhiyyah yang berlaku dalam madzhab Hanafi

yang berbunyi:

٩١.انِ كَ مْ الإِْ رِ دْ قَ بِ طِ رْ الشَّ اةُ اعَ رَ مُ مُ زَ لْ ي ـَ

Diharuskan menjaga (memenuhi) syarat dengan semampunya

Maksud dari kaidah di atas adalah apabila syarat tersebut tidak

memang boleh dipenuhi dalam arti tidak bertentangan dengan kaidah syar’i

maka wajib untuk dijaga sepanjang kemampuan. Adapun landasan kewajiban

menepati syarat yang tidak bertentangan dengan kaidah syar’i adalah sabda

Rasulullah:

٩٢.لاً لاَ حَ مَ رَّ حَ وْ ا, اَ امَ رَ حَ لَّ حَ أَ طٌ رْ شَ , إلاَّ مْ هِ وطِ رُ شُ دَ نْ عِ نَ وْ مُ لِ سْ مُ الْ 

Orang-orang muslim harus memenuhi syarat-syarat yang telah

mereka sepakati kecuali syarat menghalalkan suatu yang haram atau

mengharamkan suatu yang halal.

Dalam konteks perubahan benda wakaf ini, syarat kebolehan istibdal

dalam madzhab Hanafi bukan tergolong syarat yang melanggar kaidah syar’i

atau meniadakan maksud akad, karena tanah wakaf itu dapat ditukar guling.

Oleh karena itu maka wajib menjaga syarat dari si wakif.

91 Muhammad Musthafa Zuhaily, Al-Qawaid Al-Fiqhiyah wa Tathbiqatuha Fi Al-Madzahib Al-
Arba’ah, vol. 1 (Dimasyqi: Dar Al-Fikr, t.t), 536.
92Ibid., 536.
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Kedua, boleh melakukan perubahan harta wakaf apabila harta wakaf

tidak dapat dimanfaatkan secara keseluruhan.Dalam keadaan ini diharuskan

mendapat idzin dari seorang hakim. Ketentuan ini pada dasarnya sama

dengan ketentuan dalam madzhab Syafi’i yang melarang menjual harta wakaf

sepanjang masih dapat dimanfaatkan.

Dalam madzhab Syafi’i, apabila harta wakaf sudah rusak tetapi dapat

dimanfaatkan meskipun tidak sesuai dengan maskdu wakif, seperti kayu yang

diwakafkan untuk pagar lalu rusak, maka kayu tersebut tidak boleh

dijual.Tetapi solusinya, menyerahkan permasalahan pada hakim agar hakim

berijtihad untuk menentukan kayu dimanfaatkan pada tujuan yang paling

dekat dengan maksud wakif.

Berdasarkan analisa penulis, menurut madzhab Syafi’i merubah benda

wakaf hanya boleh dilakukan jika harta wakaf sudah tidak dapat

dimanfaatkan lagi sehingga hanya pantas untuk dihancurkan bentuknya.Hal

ini dimaksudkan agar benda wakaf tidak tersia-sia.Kesaklekan ini

berdasarkan pemahaman madzhab Syafi’i pada hadis Ibn Umar.

Sedangkan dalam madzhab Hanafi masih memberi peluang kebolehan

merubah benda wakaf lebih luas dengan beberapa keadaan. Apabila diperinci,

kebolehan penjualan wakaf dalam madzhab Hanafi adalah:
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1. Adanya syarat oleh wakif kepada dirinya atau orang lain untuk melakukan

istibdal.

2. Jika tidak ada syarat dari wakif baik pada dirinya atau orang lain, maka

harus mendapat idzin dari hakim setelah hakim mempertimbangkan

berdasarkan kemaslahatan untuk melakukan tukar guling wakaf.

Menurut hemat penulis, pendapat madzhab Hanafi lebih relevan untuk

menghadapi problema yang semakin berkembang, sebab banyak tanah wakaf

yang pada masa sekarang ini tidak dapat berfungsi maksimal.Seperti masjid

yang ditinggakan oleh penduduknya sehingga jarang dibuat melakukan

ibadah. Dengan demikian tentu akan merugikan wakif.

Namun, dalam prakteknya tukar guling harus mendapat pengawasan

lebih lanjut agar keboleh istibdal ini tidak disalah artikan oleh masyarakat

dengan sembarangan melakukan tukar guling wakaf, tanpa melihat adanya

maslahat.Misalnya seorang yang mewakafkan batu bata untuk membangun

masjid, tetapi saat merenovasi batu bata yang terpotong dijual untuk membeli

batu bata yang baru.Padahal batu bata tersebut masih bisa digunakan untuk

pondasi atau selainnya.Tetapi, agar lebih maksimal, menurut hemat penulis

perlu untuk mendapat persetujuan hakim dalam setiap perubahan benda

wakaf. Dengan pertimbangan:

a. Untuk menciptakan ketertiban administrasi dalam perubahan benda

wakaf.

b. Untuk menghindari kecerobohan dalam perubahan benda wakaf.
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c. Karena harta wakaf telah lepas dari kepemilikan pemiliknya dan

berpindah menjadi milik Allah sepenuhnya.

Adapun titik temu dari pendapat yang dikemukakan oleh kedua

madzhab mereka berpendapat bahwa pada dasarnya tidak boleh menjual harta

wakaf.Dan harta wakaf harus kekal selama masih bisa dimanfaatkan.Namun

madzhab Hanafi menambahkan jika wakif mensyaratkan kebolehan merubah

harta wakaf maka boleh meskipun tanah masih bisa dimanfaatkan.Karena

syarat tersebut tidak bertentangan dengan kaidah syar’i.

Istinbath merupakan suatu cara atau metode yang digunakan oleh para

ulama untuk menetapkan suatu hukum. Istibath erat kaitannya dengan fikih,

sebab fikih merupakan produk yang dihasilkan dari upaya seorang mujtahid

dalam menentukan hukum.Hal tersebut dilakukan dengan menggali dalil-dalil

yang terperinci dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh seorang

mujtahid.

Selain itu, ijtihad juga merupakan salah satu jalan untuk memecahkan

probelematika kehidupan yang terus bermunculan seiring dinamika

kehidupan demi kemaslahatan umat Islam.Seorang pakar hukum

mencurahkan segala kemampuannya dalam menentukan hukum yang bersifat

amaliyah dengan mengkaji dalil-dalil tafsily.Salah satunya adalah soal

perubahan benda wakaf.Dengan jalan ijtihad para mujtahid menentukan

hukum sehingga terjadi perbedaan pendapat antara madzhab Syafi’i dan

madzhab Hanafi.
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Dalam bab sebelumnya telah dikemukakan bahwa madzhab Syafi’i

menolak secara keras mengenai perubahan wakaf. Mereka berpendapat

bahwa harta yang telah diwakafkan tidak boleh dijual. Adapaun Landasan

hukum yang digunakan oleh madzhab Syafi’i dalam menentukan hal tersebut

adalah hadis Ibn Umar yang berbunyi:

رَ أرَْضًا فأَتََى النَّبىَِّ صلى الله عليه قاَلَ أَصَابَ عُمَرُ بخَِيْب ـَعَنْ ناَفِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما

إِنْ شِئْتَ « فَـقَالَ أَصَبْتُ أرَْضًا لمَْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أنَْـفَسَ مِنْهُ ، فَكَيْفَ تأَْمُرُنىِ بِهِ قاَلَ وسلم

اَ  قْتَ ِ فَـتَصَدَّقَ عُمَرُ أنََّهُ لاَ يُـبَاعُ أَصْلُهَا وَلاَ يوُهَبُ وَلاَ يوُرَثُ ، فىِ » . حَبَّسْتَ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّ

َِّ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَلاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَليِـَهَا أَنْ الْفُقَراَءِ  وَالْقُرْبىَ وَالرّقِاَبِ وَفىِ سَبِيلِ ا

رَ مُتَمَوِّلٍ فِيه هَا باِلْمَعْرُوفِ ، أَوْ يطُْعِمَ صَدِيقًا غَيـْ ٩٣يأَْكُلَ مِنـْ

Dari  Ibnu Umar ra. berkata : “Bahwa sahabat Umar ra. Memperoleh
sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra.menghadap
Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk. Umar berkata: “Hai
Rasulullah saw., saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya
belum mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau
perintahkan kepadaku?” Rasulallah SAW bersabda: “Bila engkau
suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan
(hasilnya). “Kemudian Umar mensedekahkan (tanahnya untuk
dikelola), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu
Umar berkata: “Umar menyedekakannya (hasil pengelolaan tanah)
kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, amba sahaya, sabilillah,
ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola
(nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik
(sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak
bermaksud menumpuk harta” (HR.Muslim).

Dari hadis di atas secara eksplisit menunjukkan jika harta wakaf tidak

boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan.Hal ini dapat dipahami karena harta

93 Al-Bukori, Shahih., 148.
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yang telah diwakafkan telah hilang kepemilikannya sehingga hanya boleh

dimanfaatkan saja.

Kesaklekan madzhab Syafi’i dalam memaknai hadits di atas

dikarenakan memang mereka memandang dzohirnya lafadz hadits yang tegas

mengatakan tukar guling harta wakaf tidak boleh.Kesaklekan tersebut dapat

difahami dari metodologi istinbath hukum madzhab Syafi’i yang

memposisikan hadits sebagai sumber hukum yang kedua.

Dalam mazhab Syafi’i, dalam metodologi istinbath hukum harus

berurutan, oleh karena itu ketentuan yang telah ditentukan oleh nash tidak

dapat dirubah dengan istinbath yang memiliki posisi lebih rendah. Seperti

ketentuan terkait tukar guling wakaf ini, hukum tidak boleh melakukan

perubahan benda wakaf yang ditetapkan berdasarkan khobar dari Ibn Umar

ini akan tetap berlaku sepanjang tidak ada nash yang mengatakan lain.

Jadi, ketentuan mengenai perubahan benda wakaf akan tetap lestari

sepanjang tidak ada nash yang dapat memalingkan dari hukum asal tersebut.

Dan sepanjang pengamatan penulis madzhab Syafi’i tidak ditemukan dalil

yang mengatakan kebolehan menjual harta wakaf. Adapun kebolehan menjual

tikar yang sudah rusak yang disampaikan oleh ulama Syafiiyah karena tidak

bisa dimanfaatkan sama sekali.

Kondisi harta wakaf yang demikian tersebut itu sama halnya dengan

tiada, karena barangnya ada tapi pada hakikatnya tidak ada. Hal ini

disebabkan tujuan dari wakaf adalah untuk diambil manfaatnya dan

barangnya tetapi utuh, sedangkan tikar yang sudah rusak tidak bisa
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dimanfaatkan lagi.Maka sebagai jalan tengah, ulama Syafiiyahmembolehkan

menjual tikar tersebut karena tidak dapat dimanfaatkan lagi. Hal ini sesuai

dengan kaidah:

٩٤ا.مَ هِ فِّ خَ اَ ابِ كَ تِ إرْ بِ ارً رَ ا ضِ هَ مُ ظَ عْ اَ يَ عِ رُ انِ تَ دَ سَ المفْ ضَ ارَ عَ ا ت ـَذَ إِ 

jika aku memerintahkan suatu perkara maka lakukanlah semampu

kalian dan jika aku melarang suatu perkara maka jauhilah.

Kondisi harta wakaf yang telah rusak dan tidak dapat di manfaatkan

secara total ini menimbulkan problem yang berupa dua mafsadah, yaitu

larangan menjual harta wakaf dan penyi-nyiaan harta yang tidak dapat

dimanfaatkan. Oleh karena dalam kondisi ini, menjual harta wakaf

merupakan alternatif yang tepat karena mafsadahnya lebih kecil.

Dalam madzhab Syafi’i, metode sumber hukum Islam hanya al-

qur’an, hadist, ijma’ dan qiyas.Sedangkan metode istinbath seperti istihsan,

istislah tidak dapat dijadikan hujjah.Bahkan asy-Syafi’i yang merupakan

pendiri madzhab Syafi’i menolak secara tegas istihsan sebagai metode

istinbat hukum. Bahkan dalam karya monumentalnya Al-Umm asy-Syafii

memberi bab khusus yang bernama “Ibthalul Istihsan”.

Selain itu, kalangan Syafiiyah juga menggap bahwa istibath hukum

yang dilakukan dengan istihsan ini adalah istinbath berdasarkan hawa nafsu

dan bersenang-senang. Salah satu pernyataan keras Asy-Syafi’i tentang

penolakan istihsan adalah:

94Al-Suyuthi, Al-Asybah., 64.
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٩٥.عَ رَّ شَ دْ قَ ف ـَنَ سَ حْ تَ اسْ نِ مَ 

“Barang siapa menetapkan hukum lewat istihsan, maka dia sama

dengan membuat syariat baru”

Tidak berhenti sampai disitu saja, komentar pedas mengenai

penolakan istihsan juga beliau sampaikan dalam kitab ushul karyanya yang

berjudul ar-risalah sebagai berikut:

يرِْ غَ نْ مِ ولِ قُ عُ الْ لِ هْ لأَِ كَ لِ ذَ ازَ جَ نِ يْ الدِّ فيِ انِ سَ حْ تِ سْ الإِْ بِ ذُ خْ الأَْ ازَ جَ وْ لَ , وَ ذٌ ذُّ لَ ت ـَانُ سَ حْ تِ سْ الإِْ 

٩٦.اعً رْ شَ هِ سِ فْ ن ـَلِ دٍ حَ اَ لُّ كُ جَ رُ يخَْ نْ اَ وَ ابٍ بَ لِّ كُ فيِ نِ يْ الدِّ فيِ يشرعَ نْ اَ ازَ لجََ , وَ مِ لْ عِ الْ لِ هْ أَ 

“Istihsan adalah rasa enak, seandainya boleh menggunakan istihsan
dalam masalah agama, maka bolehlah hal itu bagi orang-orang yang
punya akal yang bukan ahli ilmu dan pasti juga boleh membuat
syariat dalam masalah agama pada setiap bab, sedang masing-
masing orang dapat mengeluarkan hukum syara’ bagi dirinya
sendiri”.

Berbeda dengan madzhab Syafi’i, dalam madzhab Hanafi

menganggap bahwa istihsan merupakan salah satu metode istinbath hukum.

Salah satu produk hukum yang tercetus dengan istihsan adalah kebolehan

menukar guling harta wakaf apabila wakif mensyaratkan hal tersebut pada

dirinya sendiri atau pada orang lain  sebagaimana yang telah dipaparkan

dalam bab sebelumnya.

Sebagai sebuah mazhab, maka corak pemikiran penganutnya tidak

akan jauh berbeda dengan pendiri madzhabnya. Oleh karena itu dapat

95 Abdul Wahab Kholaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Indonesia: Haramain, 2004), 83.
96Ibid., 83.
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dipahami jika pemikiran ulama madzhab Hanafi menggunakan istihsan dalam

membolehkan tukar guling harta wakaf. Sebab imam Hanafi sendiri

menggunakan istihsan dalam istinbath hukum, sebagaimana pernyataan Ibn

Abidin sebagai berikut:

هِ يْ لَ وا عَ امُ قَ ت ـَا اسْ مَ وَ اسِ النَّ تِ لاَ امَ عَ مُ فيِ رُ ظْ النّ وَ حِ بْ قَ الْ نَ مِ ارٌ رَ فِ وَ ةِ قَّ الث ـّبِ ذٌ خْ اَ ةَ فَ ي ـْنِ حَ بىِ اَ مُ لاَ كَ 

امَ ادَ مَ انِ سَ حْ تِ سْ ي الإِْ لَ عَ هِ يِّ ضِ بمُِ اسِ يَ قِ الْ حَ بَ ق ـْا اَ ذَ إِ فَ اسِ يَ قِ ي الْ لَ عَ رِ وْ مُ الاُْ ىِّ ضِ بمُِ مْ هُ ورُ مُ اُ هِ يْ لَ عَ حَ لُ صَ وَ 

وفَ رُ عْ مَ الْ ثَ يْ دِ الحَْ لُ صِ وْ ي ـُانَ كَ وَ هِ بِ ونَ مُ لِ سْ مُ الْ لُ امَ عَ ت ـَا ي ـَمَ ليَ اِ عَ جَ رَ هُ ى لَ ضَ يمَْ ا لمَْ ذَ إِ فَ هُ لَ يٍّ ضِ بمُِ 

عَ جَ رَ قُ ثَ وْ اَ انَ ا كَ مَ هُ يُّـ اَ اسُ يَ قِ الْ عُ جَ رْ ي ـُا ثمَُّ غً اثِ شَ اسُ يَ قِ الْ امَ ادَ مَ هِ يْ لَ عَ سُ يْ قِ يَ ثمَُّ هِ يْ لَ عَ عَ جمَْ اَ يْ ذِ الَّ 

٩٧.هِ يْ لَ عَ 

“Perkataan Abi Hanifah adalah mengambil kepercayaan dan pergi
dari keburukan, memperhatikan permasalahan-permasalahan
muamalah manusia dan hal yang mendatangkan maslahah bagi
urusan mereka, ia menjalankan urusan-urusan atas qiyas, apabila
qiyas tidak baik dilakukan, maka ia melakukan dengan istihsan,
sepanjang dapat dilakukan. Apabila tidak dapat dilakukan maka ia
akan kembali kepada urf masyarakat muslim dan mengamalkan
hadits yang telah terkenal dan disepakati oleh ulama’, lalu ia
mengqiyaskan sesuatu pada hadits itu selama qiyas itu dapat
dilakukan. Kemudian ia kembali pada istihsan. Dan mana diantara
keduanya yang lebih tepat kembalilah ia kepadanya.

Istihsan oleh ahli ushul didefinisikan sebagai berpindahnya mujtahid

dari qiyas jali ke qiyas khofi, karenaadanya dalil yang dipandang lebih kuat

atau berpindah dari hukum kulli ke hukum istisnaiy karena adanya maslahah

al-mursalah. Dalam tukar guling wakaf ini, para ulama Hanafiyah berpindah

dari hukum kulli yang berupa tidak boleh menjual harta wakaf menjadi boleh

97 Muhammad Abu Zahrah, al-Waqfu (Beirut: Dar Al-Fikr, 1971), 232.



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 :
— Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya. (Pasal 25 ayat 2)
— Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara 
   paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (Pasal 70)

DigitalLibrary
INSTITUT  AGAMA  ISLAM  NEGERI  JEMBER

80

karena adanya syarat dari wakif. Hal ini juga senada dengan kaidah fiqih

dalam madzhab Hanafi:

٩٨.انِ كَ مْ الإِْ رِ دْ قَ بِ طُ رْ الشَّ اةُ اعَ رَ مُ مُ زَ لْ ي ـَ

Diharuskan menjaga (memenuhi) syarat dengan perkiraan

semampunya.

Keterangan yang hampir sama terkait penggunaan istihsan dalam

metode istinbath hukum Abu Hanifah juga disampaikan oleh Sahal bin

Muzahim dalam Hasbie sebagai berikut:

“Imam Abu Hanifah memegangi riwayat orang yang dipercayai dan
menjauhkan diri dari keburukan serta memerhatikan muamalah
manusia dan adat serta urf mereka.Ia lebih memegangi qiyas.Namun
jika suatu masalah tidak baik didasarkan atas qiyas, maka beliau
memegangi istihsan, selama yang demikian itu dapat dilakukan. Jika
tidak ia akan berpegang pada adat atau urf.99

Titik temu dari komparasi istinbath hukum ini adalah dalam

metodologi madzhab Syafi’i dalam menentukan hukum harus terdapat dalil,

dan sepanjang tidak ada dalil yang mengatakan berpaling dari hukum asalnya,

maka hukum tersebut akan tetap berlaku. Terkait istihsan madzhab Syafi’i

secara tegas menolaknya.Sedangkan dalam madzhab Hanafi istihsan

merupakan salah satu metode istinbath hukum yang dipegangi dan menjadi

acuan dalam menentukan hukum.

98Muhammad, al-Qawaid., 536.
99Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1953), 100.
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B. Pembahasan Hasil Kajian

1. Pandangan Madzhab Hanafi Tentang Tukar Guling Benda Wakaf

Prosedur pengelolaan wakaf dalam madzhab Hanafi tergolong lebih

mudah dari madzhab Syafi’i. Madzhab Hanafi dalam pendapatnya

menyatakan bahwa pada dasarnya istibdal tidak boleh dilakukan kecuali

dalam keadaan dua hal yaitu:

a. Adanya syarat dari wakif. Dalam hal ini apabila wakif mensyaratkan

bahwa boleh melakukan tukar guling wakaf, maka istibdal boleh

dilakukan. Keadaan ini tidak tergantung pada barang wakaf baik

masih bisa dimanfaatkan atau tidak.

b. Harta wakaf sudah tidak dapat dimanfaatkan secara keseluruhan

sehingga tidak dapat menghasilkan apapun. Dalam keadaan ini tidak

disyaratkan harus ada syarat dari wakif untuk kebolehan istibdal.

Dalam mazhab Hanafi kebolehan melakukan istibdal karena ada

syarat dari wakif masih ada khilaf (perselisihan diantara tokoh mazhab

Hanafi), mayoritas ulama’ mazhab Hanafi berpendapat bahwa istibdal boleh

jika ada syarat dari wakif dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama’

mazhab Hanafi yaitu Abu Yusuf, Qhodikhoni, al-Khassaf dan Hilal. Bahkan

menurut Qhodikhoni dan Ibn Abidin pendapat inilah yang benar dan  telah

disepakati oleh ulama’ Hanafiyah. Sedangkan yang berpendapat bahwa

wakafnya sah dan syaratnya batal itu adalah Muhammad dan ini adalah

pendapat yang lebih sedikit.
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Keadaan yang membolehkan melakukan istibdal di atas tidak

terlepas dari metode istinbath hukum dalam madzhab hanafi yang memegangi

istihsan dan juga menjaga syarat (mura’ah syarath) yang tidak bertentangan

dengan syariat.Sebab pemikiran ulama madzhab tidak terlepas dari pendiri

madzhabnya termasuk dalam hal kaidah-kaidah dalam mengistinbathkan

hukum.

Ketentuan dalam madzhab Hanafi yang memperolehkan menjual

harta wakaf dalam keadaan tertentu tersebut hampir sama dengan ketentuan

dalam Madzhab Hambali, hanya saja kalangan Hanabilah memberi

kelonggaran yang lebih dalam hal istibdal ini. Mereka membagi menjadi dua

keadaan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibn Taimiyah selaku pengikut

madzhab Hambali dalam Sayyid Sabiq bahwa:

,  هُ امَ قَ مَ مُ وْ قُ ا ي ـَمَ هِ نِ مَ ثَ ي بِ ترَِ شْ يَ وَ اعُ بَ يُ ف ـَلَ طَّ عَ ت ـَي ـَنْ أَ لَ ثْ , مِ ةِ اجَ حَ لْ لِ الٌ دَ بْ إِ نَ وْ كُ يَ نْ ا: اَ همَُ دُ حَ اَ 

مُ وْ قُ ا ي ـَمَ هِ نِ مَ ثَ ى بِ ترَِ شْ يَ وَ اعُ بَ ي ـُهُ نَّ إِ فَ وِ زْ غَ الْ فيِ هِ بِ اعُ فَ تِ نْ الإِ نْ كُ يَ ا لمَْ ذَ , إِ وِ زْ غَ لْ لِ سِ يْ بِ الحَْ سِ رَ فَ الْ كَ 

١٠٠.هُ امَ قَ مَ 

Pertama: merubah benda wakaf karena ada kebutuhan, seperti sudah

rusak maka boleh dijual dan hasil penjualannya dibelikan gantinya,

seperti halnya kuda untuk berperang, apabila tidak dapat

dimanfaatkan untuk perang maka boleh dijual dan hasilnya dibelikan

penggantinya.

100 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, vol. 3 (Beirut: Dar Al-Fath, 2005), 312.



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 :
— Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya. (Pasal 25 ayat 2)
— Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara 
   paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (Pasal 70)

DigitalLibrary
INSTITUT  AGAMA  ISLAM  NEGERI  JEMBER

83

هُ لُ دْ بَ نيَِ ا بُ ذَ إِ دُ جِ سْ مَ الْ لَ ثْ مِ , وَ هُ نْ مِ يرٍْ بخَِ يُ دْ الهَْ لَ دَ بْ ي ـُنْ اَ لَ ثْ , مِ ةٍ حَ اجِ رَ ةٍ حَ لَ صْ مَ لِ الُ دَ بْ الإِْ انىِ الثَّ وَ 

١٠١.هُ نْ مِ دِ لَ ب ـَالْ لِ هْ لأَِ حَ لَ صْ ر أَ د آخَ جِ سْ مَ 

Kedua: merubah benda wakaf karena adanya kemaslahatan yang lebih

unggul, seperti mengganti hadiah dengan yang lebih baik, juga seperti

masjid lama jika dibangun lagi yang baru yang lebih maslahat bagi

penduduk setempat.

Dari keterangan yang disampaikan oleh Ibn Taimiyah di atas

nampak jelas bahwa dalam madzhab Hambali lebih longgar dalam aturan

istibdal harta wakaf. Dalam kondisi yang pertama, mengganti harta wakaf

karena adanya hajat apabila diperhatikan ini tidak sampai pada taraf dharurat,

sebab masih terdapat cara lain untuk memanfaatkan harta wakaf.

Dalam keterangan yang disampaikan Ibn Taimiyah dicontohkan

apabila harta wakaf itu telah rusak maka boleh dijual lalu hasil penjualannya

dibelikan gantinya.Dalam hal ini tidak ada batasan kerusakan harta wakaf

yang telah diwakafkan tersebut masih bisa dimanfaatkan atau tidak.Berbeda

dengan madzhab Hanafi yang hanya membolehkan apabila harta wakaf tidak

dimanfaatkan secata total.

Prinsip yang digunakan madzhab Hanabilah dalam hal istibdal

karena adanya hajat ini bahwa wakaf tujuannya adalah untuk mentasarrufkan

manfaatnya.Jadi apabila asalnya tidak dapat dimanfaatkan maka

kedudukannya dapat digantikan dengan penggantinya.

101Ibid., 312.
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Sedangkan dalam kondisi kedua dimana istibdal dilakukan karena

adanya kemaslahatan yang lebih unggul mereka langsung melandaskan

pemikirannya pada hadis Umar bin Khattab ra memindahkan masjid Kufah

yang lama dijadikan pasar bagi penjual-penjual kurma.

Hadis Ibn Umar tersebut secara jelas menyebutkan jika Ibn Umar

menjual harta wakaf.Dan itu mengganti tanahnya bukan konstruksi

bangunannya. Adapun dalam hal mengkonstruksi bangunannya, mereka juga

memperbolehkan dengan melandaskan pendapatnya pada hadis dalam shahih

Bukhari Muslim yang berbunyi:

ا هَ قُ صَ لْ لأََ , وَ ةَ بَ عْ كَ الْ تُ ضْ قَ ن ـَلَ ةٍ يَّ لِ اهِ بجَِ دٍ هْ و عَ ثُ ي ـْدِ حَ كَ مَ وْ ق ـَنَّ أَ لاَ وْ "لَ ةَ شَ ائِ عَ لِ الَ صلعم قَ بيَِّ النَّ نَّ أَ 

".اسُ النَّ هُ نْ مِ جُ رُ يخَْ ابٌ بَ , وَ هُ نْ مِ اسُ النَّ لُ خُ دْ يَ ابٌ , بَ ينِْ اب ـَا بَ لهََ تُ لْ عَ لجََ وَ ضِ رْ الاَْ بِ 

Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah ra:

“seandainya kaummu itu bukan masih dekat dengan jahiliyah,

tentulah Ka’bah itu akan aku runtuhkan dan aku jadikan dalam

bentuk rendah serta aku jadikan baginya dua pintu, satu untuk masuk

dan satu untuk keluar.102

102 Sayyid Sabiq, Fiqih., 312.
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2. Pendapat Madzhab Syafi’i Tentang Perubahan Benda Wakaf

Dalam pengelolaan harta wakaf madzhab Syafi’i merupakan

madzhab yang paling ketat diantara madzhab lainnya.Dalam madzhab Syafi’i

harta yang telah diwakafkan tidak boleh dijual, ditarik kembali, dihibahkan

ataupun diwariskan.Mereka tidak memberi ruang sedikitpun kebolehan

melakukan istibdal harta wakaf dengan alasan apapun.

Pemahaman madzhab Syafi’i yang cenderung saklek dalam

pengelolaan harta wakaf ini karena pemahaman mereka terhadap hadis yang

Ibn Umar yang secara tegas tidak membolehkan menjual, menghibahkan dan

mewariskan.Jadi asalnya harus tetap dan manfaatnya tetap dapat diambil.

Selain dari pemahaman madzhab Syafi’i terhadap dhohirnya hadis

Ibn Umar, kesaklekan madzhab Syafi'i ini juga disebabkan karena metode

istinbath hukum mereka tidak memakai adanya istihsan atau maslahah al-

mursalah.Bahkan Imam Syafi’i secara tegas menolak penggunaan istihsan.

Seandainya mereka mengakui jika istihsan sebagai salah satu metode

istinbath hukum niscaya mereka juga akan membolehkan istibdal harta

wakaf. Sebab dengan istihsan dapat berpaling dari hukum asal ke hukum

pengecualian.Semula tidak boleh menjual harta wakaf menjadi boleh karena

adanya kemaslahatan.

Lebih lanjut madzhab Syafi’i memberi kebolehan menjual harta

wakaf jika memang tidak dapat dimanfaatkan secara total. Hal ini bukan serta

merta membolehkan penjualan harta wakaf, melainkan sebuah terobosan
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untuk menghindari kemafsadatan yang lebih besar yang akan terjadi bila harta

wakaf tidak dijual, yaitu tersia-sianya harta wakaf.

Aturan tentang tidak bolehnya menjual harta wakaf dalam madzhab

Syafi’i ini tidak jauh berbeda dengan madzhab Maliki.Imam Malik

berpendapat bahwa istibdal harta wakaf tidak diperbolehkan berdasarkan

khobar Ibn Umar yang melarang menjual, menghibahkan dan mewariskan

harta wakaf.103 Dari segi ketentuan dan landasan hukum tentang perubahan

benda wakaf ini madzhab Maliki sama dengan madzhab Syafi’i. Sedangkan

perbedaannya adalah madzhab Maliki membagi benda wakaf menjadi dua

macam yaitu benda wakaf tidak bergerak dan yang bergerak. Dalam benda

wakaf yang bergerak madzhab Maliki memberi kelonggaran dengan

memperbolehkan istibdal jika benda wakaf tersebut kurang bermanfaat

dengan alasan jika benda wakaf tersebut tidak dilakukan istibdal maka akan

menghabiskan biaya banyak serta manfaatnya berkurang maka dari itu lebih

baik melakukan istibdal untuk menjaga kelestarian manfaaat wakaf tersebut.

Pada dasarnya, dalam sebuah madzhab corak pemikirannya tidak

terlepas dari pendiri madzhab.Dan pendiri madzhab juga tidak terlepas dari

para gurunya.Meskipun tidak semua metode istinbath hukum para gurunya

diadopsi.Hal ini juga tercermin dari pendapat imam Malik dan imam Syafi’i

dalam halistibdal tukar guling wakaf.

Imam syafii tercatat pernah belajar Hadits pada imam Malik di

Madinah. Bahkan pada usia 13 tahun ia sudah menghafal kitab muwatho’

103 Sayyid Sabiq, Fiqih., 313.
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karya imam Malik. Jadi tidak heran jika dalam hal perubahan benda wakaf

mereka memiliki pendapat yang sama dan juga landasan hukum yang sama.

Dalam hal hadits, mereka memandang hadis sebagai sebuah landasan

hukum.Apabila tidak ditemukan jawaban pada al-Qur’an tentang suatu

peristiwa maka mereka mencarinya di as-Sunnah.Tetapi dalam menyikapi as-

Sunnah terdapat perbedaan di antara mereka.

Dalam istinbath hukum imam Syafi’i tidak hanya mengambil hadis

yang mutawattir tetapi juga hadis ahad dengan catatan selama perowi Hadits

itu orang kepercayaan, kuat ingatan dan bersambung langsung sampai kepada

Rasulullah.Sedangkan imam Malik juga menggunakan hadis mursal juga

hadis ahad asal yang tidak bertentangan dengan amal ahli madinah.

3. Komparasi Madzhab Syafi’i dan Hanafi Tentang PerubahanBenda

Wakaf

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya

bahwa dalam madzhab Syafi’i larangan melakukan istibdal harta wakaf

berlaku mutlak, sehingga seperti apapun keadaan harta wakaf tetap dibiarkan

lestari. Tetapi terdapat pengecualian apabila harta wakaf tersebut memang

tidak dapat dimanfaatkan secara keseluruhan.Dalam hal ini melakukan

istibdal diperbolehkan dengan maksud menjaga harta wakaf agar tidak tersia-

sia. Sebab, barang wakaf yang sudah tidak dapat dimanfaatkan sama seperti

tidak ada.

Dalam madzhab Hanafi, pada dasarnya sama seperti madzhab Syafi’i

yakni melarang melakukan perubahan benda wakaf. Namun mereka memberi
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kelonggaran dengan beberapa ketentuan.Kelonggaaran mereka ini disebabkan

karena metode istinbath hukum yang berlaku dalam madzhabnya.Seperti

menjual harta wakaf karena ada syarat dari wakif, dalam hal ini mereka

menganggap hal tersebut sebagai istihsan.

Istishan sendiri oleh Abu Hanifah yang merupakan pendiri madzhab

Hanafi juga sangat dipegangi dalam mengistinbathkan suatu hukum.Jadi soal

perubahan benda wakaf para pengikut madzhab Hanafi juga menggunakan

istihsan.Dalam hal kebolehan melakukan istihsan ini, mereka mengalihkan

hukum asal yang tidak boleh mengistibdal harta wakaf menjadi boleh karena

adanya kemaslahatan.

Kemaslahatan yang dimaksudkan dalam istihsan adalah maslahah

al-mursalah, yakni maslahah yang tidak di tunjuk langsung oleh nash dan

tidak ada dalil syara’ yang mendukung atau menentangnya. Maslahat dapat

dijadikan hujjah ini apabila telah memenuhi beberapa ketentuan, yaitu:

a. Kemaslahatan harus haqiqi bukan hanya bersifat praduga, dalam arti jika

suatu hukum diterapkan maka pasti akan mendatangkan kemaslahatan

atau menolak kemudharatan.

b. Maslahah bersifat umum tidak individual, dalam arti jika suatu hukum

diterapkan maka akan bermanfaat bagi kebanyakan orang atau menolak

kemudharatan.

c. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan berdasarkan

nash atau ijma’.104

104 Abdul Wahab Kholaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Indonesia: Haramain, 2004), 86-87.
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Pengelolaan harta wakaf dalam madzhab Hanafi cenderung sama

dengan madzhab Hambali, akan tetapi dalam madzhab Hambali kebolehan

melakukan istibdal lebih longgar. Sebab mereka membolehkan harta wakaf

dilakukan perubahan jika memang ada hajat atau diganti dengan yang lebih

baik.Mereka juga memperkuat pemikirannya dengan hadis Ibn Umar yang

menjadikan masjid di Kufah menjadi pasar.105

Istinbath hukum yang dilakukan oleh madzhab Hambali juga tidak

berbeda jauh dengan madzhab Hanafi, mereka berpendapat bahwa perubahan

benda wakaf tidak mengapa dilakukan jika memang ada kemaslahatan yang

lebih unggul atau adanya hajat. Kebolehan menjual karena adanya hajat ini

sejalan dengan kaidah fiqhiyah dalam madzhab Hambali:

١٠٦.هُ لُ دْ بَ امَ قَ دُ وْ صُ قْ مَ الْ هِ بِ لُ صُ ا يحَْ ا مَ ذَ إِ لُ صْ الأَ 

Pada dasarnya apabila sesuatu tidak bisa menghasilkan suatu maksud

maka digantikan kedudukannya.

Kaidah di atas merupakan landasan yang digunakan oleh kalangan

Hanabilah dalam hal waakaf ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibn

Taimiyah.Jika memang wakaf tidak dapat sesuai dengan maksud wakif, maka

boleh dijual agar dapat sesuai dengan maksud wakif.

Sedangkan pengelolaan harta wakaf dalam madzhab Syafi’i sama

persis dengan aturan dalam madzhab Maliki. Keduanya sama-sama melarang

menjual harta wakaf secara mutlak. Landasan hukum yang mereka gunakan

105Sayyid Sabiq, Fiqih., 312.
106Muhammad Musthafa Zuahily, Al-Qawaid Al-Fiqhiyah wa Tathbiqatuha fi al-Madzahib al-
Arba’ah, vol 2. (Dimasyqi: Dar al-Fikr, 2006), 806.
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juga sama, yakni hadis Ibn Umar yang mengatakan tidak boleh menjual,

menghibahkan, mewariskan harta wakaf.107 Tetapi ulama Malikiyah

memberikan pengecualian dalam hal istibdal harta wakaf jika harta wakaf

tersebut merupakan benda bergerak, maka dalam hal ini mereka

membolehkan dengan alasan lebih bermanfaat.

Menurut hemat penulis, pendapat madzhab Hanafi lebih relevan bila

diterapkan dimasa sekarang.Namun harus ada prosedur yang ketat mengenai

istibdal harta wakaf dan juga mendapat persetujuan hakim yang

berwenang.Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari kecerobohan

masyarakat dengan menganggap adanya kemaslahatan tanpa melihat maslahat

yang mu’tabar atau tidak.

107Sayyid Sabiq, Fiqih., 313.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disebutkan pada bab

sebelumnya, maka bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam madzhab Hanafi kebolehan melakukan istibdal terhadap harta

wakaf apabila seorang wakif mensyaratkan bolehnya menjual harta

wakaf tersebut karena hal itu merupakan istihsan. Dalam hal ini masih

terjadi khilaf (perbedaan pendapat) diantara ulama mazhab Hanafi,

mayoritas ulama’ mazhab Hanafi yaitu Abu Yusuf, Qhadikhoni, Hilal,

Ibn Abidin, al- Khassaf berpendapat bahwa wakaf dan syaratnya sah,

bahkan   menurut Qhadikhoni ulama’ madzhab Hanafi sepakat dengan

pendapat ini. Sedangkan yang mengatakan wakafnya sah tetapi

syaratnya batal diusung oleh Muhammad. Dan juga boleh

melakulakan istibdal benda wakaf apabila wakif tidak

mensyaratkannya tetapi benda wakaf tersebut tidak bisa dimanfaatkan

secara total dengan syarat harus mendapatkan izin dari hakim karena

adanya kemaslahatan.

2. Dalam madzhab Syafi’i tidak boleh menjual harta wakaf sepanjang

harta tersebut masih dapat dimanfaatkan. Adapun kebolehan menjual

harta wakaf yang tidak bisa dimanfaatkan sama sekali itu dikecualikan

dari larangan istibdal harta wakaf karena barang yang tidak bisa

91
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dimanfaatkan secara keseluruhan sama halnya dengan tiada dan hal ini

juga untuk menghindari agar harta wakaf tidak sia-sia.

3. Adapun titik temu dari pendapat yang dikemukakan oleh kedua

madzhab mereka berpendapat bahwa pada dasarnya tidak boleh

melakukan istibdal harta wakaf. Dan harta wakaf harus kekal selama

masih bisa dimanfaatkan. Namun madzhab Hanafi menambahkan jika

wakif mensyaratkan kebolehan melakukan perubahan terhadap harta

wakaf maka boleh meskipun wakaf tersebut masih bisa dimanfaatkan.

Karena syarat tersebut tidak bertentangan dengan kaidah

syar’i.Adapun dalam mazhab Syafi’i syarat dari wakif untuk bisa

istibdal merupakan syarat yang bertentangan dengan maksud wakaf

sehingga menyebabkan wakaf itu batal.Sedangkan istinbath hukum

yang digunakan oleh madzhab Syafi’i dalam menentukan hukum

harus terdapat dalil, dan sepanjang tidak ada dalil yang mengatakan

berpaling dari hukum asalnya, maka hukum tersebut akan tetap

berlaku dan dalam hal ini mazhab Syafi’i menggunakan nash hadits

yang diriwayatkan oleh Ibn Umar. Terkait istihsan madzhab Syafi’i

secara tegas menolaknya. Sedangkan dalam madzhab Hanafi

kebolehan istibdal benda wakaf menggunakan istihsan dan ini

merupakan salah satu metode istinbath hukum yang dipegangi dan

menjadi acuan dalam menentukan hukum madzhab Hanafi.
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B. Saran

Ada beberapa saran yang dapat penulis berikan diakhir skripsi ini,

yaitu:

1. Perubahan pada benda wakaf memerlukan perhatian yang lebih, maka

dari itu untuk lebih menjaga manfaat wakaf tersebut pemeliharaan

terhadap benda wakaf perlu ditingkatkan apalagi terhadap benda

wakaf yang bisa cepat rusak. Dan apabila benda wakaf mendekati

kerusakan maka perlu cepat dicarikan solusi demi menjaga manfaat

wakaf tersebut serta agar tidak terbuang sia-sia mengingat manfaat

benda wakaf masih sangat membantu terhadap masyarakat.

2. Perbedaan adalah rahmat, maka dari itu jangan jadikan perbedaan

sebagai perselisihan tapi jauh lebih baik dijadikan sebagai solusi

disetiap ada permasalahan, untuk bisa mencapai semua itu dalam

mempelajari hukum islam tidak cukup sebatas mengetahui pendapat

satu ulama saja, tapi mengetahui berbagai pandangan ulama dari

beberapa mazhab. Untuk itu masyarakat hendaknya tidak fanatik pada

satu madzhab saja dalam arti fanatik yang negatif.

3. Semua pihak yang berkaitan dengan wakaf baik itu wakif atau maukuf

‘alaihyang masih kurang paham tentang wakaf sebaiknya terlebih

dahulu konsultasi terhadap tokoh masyarakat atau orang yang

dianggap mengetahui untuk menghindari kesalahfahaman dan agar

sesuai dengan aturan yang berlaku baik menurut Agama ataupun

Negara.
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